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ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PADA TRANSAKSI LEASING PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

Stefani Puji Lestari
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
1998

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan akuntansi
pada transaksi leasing di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE, sedangkan yang menjadi
dasar penilaian penerapan kebijakan akuntansi pada transaksi leasing tersebut adalah
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.30 yang berlaku.

Penelitian ini merupakan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data
berupa prosedur perjanjian leasing, perhitungan pembayaran angsuran /ease dan
pencatatan-pencatatan vang dibuat Jessor, serta penyusunan dan penyajian laporan
keuangan lessor dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Data-data yang diperoleh
dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 1998 tersebut
dianalisis dengan cara membandingkan antara kajian teori {(termasuk SAK No.30)
dengan kajian menurut perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, diperoleh hasil
bahwa penerapan kebijakan akuntansi pada transaksi /easing yang terjadi di PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE yang meliputi: prosedur, pencatatan dan penyajian
laporan keuangan pada transaksi leasing sebagian besar sudah sesuai dengan SAK
No.30 dan teori-teori yang ada. Hal ini dapat dilihat pada :

1. Prosedur transaksi leasing antara lain mengenai :

-Pemberian pembiayaan barang modal, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
membatasi pada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak ( NPWP) dan telah menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan SK
Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha.

-Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing (terdiri dari lessor, lessee,
supplier dan perusahaan asuransi), pengisian formulir oleh lessee, pengevaluasian
kelayakan kredit oleh Jessor dan penetapan sewa periodik yang kesemuanya ini
didasarkan pada kajian teori yang ada.

2. Pencatatan-pencatatan yang ada pada PT BUMIPUTERA BOT FINANCE mengenai:

- Perlakuan dan pencatatan penanaman netto dalam akfiva yang di-Jease-kan sesuvai
dengan SAK No.30 yaitu penanaman netto tersebut terdiri dari jumlah piutang
sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh
perusahaan pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa
guna usaha yang belum diakui dan simpanan jaminan.

-Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui, perusahaan mengakuinya
berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala secara konsisten, vaitu
menggunakan tingkat bunga tetap untuk konfrak yang relatif kecil atan tingkat bunga
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mengambang untuk kontrak yang relatif besar dicatat sebagai pendapatan untuk
tahun berjalan sebagaimana diafur dalam SAK No.30.
-Dalam pencatatan transaksi /easing, perhitungan yang dilakukan dan pembuatan
jurnal-jurnal seperti pada saat dimulainya kontrak lease, pada saat penerimaan
pembayaran berkala, pada saat mengakui pendapatan bunga dan pada saat kontrak

lease selesai pada dasarnya sama dengan teori yang ada, tetapi dalam praktek hal
tersebut lebih terinci dan jelas.

3. Penyajian laporan keuangan antara lain :

- Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
telah sesuai dengan SAK No.30 vyaitu aktiva dilaporkan menurut urutan
likuiditasnya dan kewajiban dilaporkan menurut urutan jatuh temponya.

-Laporan laba rugi vang disusun oleh-PT BUMIPUTERA BOT FINANCE berbentuk
single step yaitu kelompok pendapatan dipisahkan dengan kelompok biaya. Dalam
laporan laba rugi pendapatan sewa guna usaha dilaporkan sebagai komponen
utama pendapatan. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan SAK No.30.
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ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING POLICY
ON LEASING TRANSACTIONS AT PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

Stefani Puji Lestari
Yogyakarta, Sanata Dharma University
1998

This research was intended to evaluate the itnplementation of accounting policy
on leasing transactions at PT BUMIPUTERA BOT FINANCE, based on Financial
Accounting Standard { SAK ) No.30.

This is a case study research. The data were gathered by using interview,
observation, and documentation techiques, in the form of leasing contract procedures,
the account of leasing installment disbursements and lessor’s records, with compilation
and presentation of the lessor’s financial reporting in the form of balance sheet and
income statement. The data gathered from the study which was done on June up to
October 1998 are analyzed by comparing the existing theory {including SAK No.30 )
with the company’s practice.

Base on study, the data analysis and discussion, it was concluded that the
implementation of accounting policy on leasing transactions in PT BUMIPUTERA
BOT FINANCE which included procedures, compilation and presentation in financial
reporting on leasing transactions, for the larger part were in accordance with SAK
No.30 and existing theory.

1. As regards the procedure of leasing transaction :

- PT BUMIPUTERA BOT FINANCE limited its contracts to companies which own
a Tax Registration Number { NPWP ) and had runned business activity in
accordance with an instruction of Indonesia’s Finance Minister
No.1169/KMK.01/1991 about leasing business.

- The parties involved in the leasing contract ( consisting of lessor, lessee, supplier
and insurance firm ), the filling out of forms by the lessee, the evaluation of credit
worthiness by the lessor and the fixing of a periodic lease, all of these were in
accordance with existing theory.

2. Regarding the records at PT BUMIPUTERA BOT FINANCE :

- The treatment and recording of a net investment in assets leased are in accordance
with SAK No.30, consisting of the amount of leasing business credit plus the left
value (option cost) which will be accepted by the company at the end of the
leasing periode minus the earnings of leasing which are not yet confirmed, and a
guarantee deposit.

- Income from leasing which has not yet been confirmed by the company will be
confirmed based on a consistent periodic return using a fixed interest rate for a
relatively small contract, or a floating interest rate for relatively big contracts

which are recorded as yearly earnings. Thig is in accordance with the theory as
stated in SAK No.30.
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- The recording of the leasing transaction, the calculations made and the journal
enfries are the same as when the leasing contract started; the accepting of periodic
disbursement, the confirmation of interest income and the end of the leasing
contract, all were basically the same as the existing theory, but the practice was
more detailed and clearer.

3. Regarding the presentation of financial reports :

- The presentation of assets and liabilities in PT BUMIPUTERA BOT FINANCE’S
balance sheet had been in accordance with SAK No.30 . Assets are reported
according to liquidity and liabilities are reported according to the point of time
due.

-The income statement which was compiled by PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
was in the single step form, that is a group of income which were separated from a
group of costs. In the income statement, the income of the leasing business was
reported as a major component. This too is in accordance with SAK No.30.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang, terlebih
di pusat-pusat bisnis baik bidang jasa, industri manpun perdagangan. Persaingan antar
perusahaan pun semakin tajam, masing-masing perusahaan berusaha untuk
meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kerja Hmereka Untuk memenuhi
itu semua, diperlukan dana yang tidak sedikit Kebutuhan akan dana ini sering menjadi
kendala bagi para usahawan untuk meningkatkan usahanya sebab dana yang ada terbatas
dan tidak mencukupi.

Hal ini juga menjadi masalah bagi negara Indonesia yang saat ini tengah giat-
giatnya melaksanakan pembanginan di segala bidang Sejalan dengan semakin
meningkainya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam
pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik
langsung maupun tidak langsﬁlg akan menuntut lebih aktifniya kegiatan di bidang
pembiayaan Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilaksanakan
dengan penetapan kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya perluasan usaha memang
membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal.

Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga
kenangan non bank yang telah lama dikenal, kita juga mengenal sistem pembiayaan

alternatif lainnya yaitu sistem bisnis leasing (sewa guna usaha).




Di Indonesia perusahaan-perusahaan leasing banyak bermmnculan setelah
dikeluarkannya “Perizinan Usaha Leasing” yang merupakan dasar peraturan usaha
leasing di Indonesia dan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.
32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1/1974. Pada tabun 1975, di Indonesia hanya terdapat 3
perusahaan leasing, namun karena leasing dirasakan memberikan keuntungan bagi
pengusaha, kebutuhan akan perusahaan /easing semakin meningkat Tercatat menurut
Nota Keuangan tahun 1989/1990, total pemsah;um leasing vyang beroperasi di
Indonesia jumlahnya telah mencapai 83 buah, yang terdiri 35 perusahaan patungan(;joint
venture), 47 perusahaan swasta nasional dan 1 perusahaan negara.vv Dalam hal ini
leasing berperan sebagai sarana yang paling tepat dalam pembiayaan barang-barang
modal karena leasing memberikan syarat-syarat yang lebih sederhana dan lebih
memberikan kemudahan dibandingkan dengan bank dan lembaga keuangan lain. Sumber
pembiayaan yang ada umumnya menuntut uang muka yang besar dan waktu peminjaman
yang relatif pendek sehingga menghambat para pengusaha dalam mengembangkan
usahanya ZLeasing dirasakan amat bermanfaat terutama bagi perusahaan kecil atan
perusahaan yang baru berdiri dan mengalami kesulitan dalam mengatur pembelanjaan
aktiva tetapnya karena terbatasnya dana Leasing juga memberikan kesempatan bagi
mereka yang mempunyai kelebihan dana untuk ikut menanamkan modalnya sehingga
dapat membantu perusahaan-perusahaan yang kekurangan dana untuk membiayai

pengadaan barang modalnya.



Menurut Nota Keuangan tahun 1989/1990, di Indonesia pembiayaan leasing
meliputi pengadaan barang modal untuk berbagai sektor perekonomian seperti sektor
transportasi, industri, pertanian, konstruksi, pertambangan, perkantoran dan kesehatan.
Pesatnya usaha leasing di Indonesia membawa konsekuensi perlunya keahlian
tersendiri untuk menangani permasalahan Jeasing, baik bagi pihak-pihak swasta yang
terlibat langsung dengan masalah tersebut ataupun pihak-pihak pemerintah yang terkait.
Karena itu dibutuhkan suatu standar akuntansi untuk pelaksanaan transaksi /ease baik
dalam hal perlakuan akuntansi maupun dalam pengungkapan daﬁ pelaporan transaksi
lease yang kita kenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 30. Standar akuntansi ini merupakan pedoman agar tercipta keseragaman perlakuan
akuntansi transaksi /easing sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan mudah oleh semua pihak yang
berkepentingan. Standar akuntansi /easing harus dipatuhi oleh perusahaan sewa guna

usaha dan penyewa guna usaha.

B. Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas mengenai penerapan kebijakan
akuntansi dari segi lessor yang meliputi prosedur transaksi leasing, pencatatan,
perhitungan angsuran dan pendapatan bunga, penyajian dalam laporan keuangan pada

transaksi leasing jenis direct financing lease.



C. Rumusan Masalah

Apakah kebijakan akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan sewa guna

usaha PT BUMIPUTERA BOT FINANCE sesuai dengan PSAK No. 30 ?

D. Tujnan Penelitian
Penulis ingin mengetahui apakah kebijakan akuntansi yang ada pada perusahaan

sewa guna ussha PT BUMIPUTERA BOT FINANCE sudah sesuai dengan PSAK

No.30.

E. Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan akan memberikan manfaat bagi :
1. Perusahaan
Untuk menelaah kembali kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Penulis
Dengan melakukan penelitian ini penulis mendapat pengetahuan dan pengalaman

tentang bagaimana perusahaan sewa guna usaha dalam melaksanakan usahanya

3. Universitas

Akan menambah referensi kepustakaan dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang

ingin menambah wawasan mengenai masalah leasing.



F. Batasan Istilah ( Tunggal dan Tunggal, 1994:30)

Agar tidak menimbulkan kekaburan dan untuk memberikan gambaran yang
jelas sesuai dengan tnjuan penelitian ini, maka perlu diuraikan beberapa
istilah-istilah penting sebagai berikut :

a Barang Modal
Setiap aktiva tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun ;ian
digunakan secara langsung untuk menghasilkan atan meningkatkan dan
memperlancar kegiatan produksi barang dan jasa oleh fessee.

b. Lessor
Perusahaan pembiayaan atan perusahaan sewa guna usaha yang telah
memperoleh ijin usaha dari menteri kenangan dan melakukan kegiatan sewa
guna usaha.

¢. Lessee
Perusahaan atan ﬁerseorangah yang menggunakan barang modal dengan
pembiayaan dari Jessor.

d. Pembayaran Sewa Guna Usaha ( Lessee Payment )
Jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor
selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan
penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha

e. Piutang Sewa Guna Usaha ( Lease Receivable )

Jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha.



f Harga Perolehan
Harga beli barang modal yang di-/ease ditambah dengan biaya langsung.

g. Angsuran Pokok Pembiayaan
Bagian dari pembayaran sewa gina usaha yang diperhitungkan sebagai
pelunasan atas nilai pembiayaan

h. Nilai Sisa ( Restdual Income)
Nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati
oleh Jessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha.

i. Masa Sewa Guna Usaha
Jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak dimulainya barang modal

yang disewa guna usahakan oleb /essee sampai perjanjian sewa guna usaha
berakhir.

j- Opsi
Hak lessee untuk membeli barang modal vyang di-leasing-kan atan
memperpanjang sewa guna usaha
k. Pembayaran Lease Minimum
Pembayaran yang harus dilakukan oleh /essee sehubungan dengan harta yang
disewa beli, mencakup :
- Pembayaran sewa minimum yaitu pembayaran minimum yang harus
dilakukan oleh /essee kepada lessor menurut perjanjian Jease.
- Nilai residu yang dijamin yaitn estimasi nilai pasar untuk harta yang

disewa beli pada akhir masa Jease.



1. Simpanan Jaminan { Security Deposit )
Permulaan masa /ease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease.

m. Executory Cost
Biaya-biaya yang terjadi pada lessor selama masa Jease, misalnya biaya
pemeliharaan, biaya asuransi dan pajak.

n Pay Off
Kontrak sewa yang telah habis masanya dan dilakukan hak opsi oleh lessee.

o. Floating Rental Rate
Pembayaran cicilan { rental payment ) disesuaikan dengan tingkat suku bunga
yang berlaku di pasar uang selama periode perjanjian leasing.

p- fixed Rental Réfe

Pembayaran cicilan ditetapkan pada saat permulaan /ease dan tetap selama

masa Jease.

G. Sistematika Penulisan

Bab1

: Pendahnluan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.



Bab Il

Bab Il

Bab IV

BabV

: Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian leasing, ciri-ciri
leasing, Klasifikasi leasing, isi kontrak leasing, prosedur dan
mekanisme leasing, kebaikan dan kelemahan menggunakan sistem
akuntansi leasing bagi lessor, kriteria penilaian leasing, perlakuan
akuntansi Jeasing oleh lessor, pencatatan transaksi leasing, pelaporan
dan pengungkapan transaksi leasing, cara memperoleh dana untuk
usaha leasing, konsep dasar penentuan tarif, metode pengakuan
pendapatan, pengenaan pajak lessor, hak opsi, jaminan-jaminan dalam
perjanjian financial lease, dan kunci sukses usaha leasing.
: Metodologi Penelitian
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan
waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang di cari,
teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
: Gambaran Umum dan Sejarah Perusahaan
Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang perusahaan, struktur
organisasi dan uraian fugasnya bidang usaha perusahaan serta
kebijakan akuntansi Jease perusahaan.
: Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang diambil oleh lessor dalam mencapai

tujuannya serta kebijakan dalam menghadapi resiko-resiko.



Bab VI : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang
telah dilaksanakan, serta saran yang dianggap penting dan bermanfaat

bagi perusahaan



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Leagsing

Leasing merupakan suatu kata atan peristilahan baru dari bahasa asing yang
masuk ke dalam bahasa Indonesia dan saat ini Jeasing disama artikan dengan sewa
guna usaha Secara umum leasing artinya equipment furding , yaitn pembiayaan
peralatan atan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan,
baik secara langsung manpun tidak . Mengenai definisi /easing itu sendiri terdapat
banyak pendapat, dan akan diuraikan beberapa pendapat mengenai Jeasing di bawah
ini.

Pada pasal 1 (satn) surat keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan,
Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tertanggal 7 Februari 1974

menyebutkan bahwa Jeasing itu adalah:

“ Setiap kegiatan pembiayan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu tertentn
dengan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atan
memperpanjang jangka waktu Jeasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati
bersama®.

Objek perjanjian leasing menurut SKB Tiga Menteri adalah barang-barang modal atan
alat-alat produksi, dan subjeknya adalah lembaga keuangan atau badan hukum

tersendiri yang berbentuk perusahaan nasional atan perusahasn campuran dan telah

10
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memperoleh izin usaha leasing dari Menteri Keuangan Selama masa Jease hak
pemilikan tetap pada /essor hingga akhir masa /ease.

Di dalam Financial Accounting Standard Board ({ FASB ) Statement No.13

mendefinisikan Jease sebagai berikut:

“ A lease is defined as an agreement conveying the right to use property, plant

or equipment (land and or deprectable assets) usually for a stated period of
time “ (FASB, 1976: 1)

Definisi menurut FASB ini menggambarkan secara realitas kegiatan transaksi leasing
yaitn terdapat hak salah satu untuk menggunakan harta milik, pabrik atan peralatan
tanah dan aktiva lainnya yang dapat disusutkan dalam jangka waktu tertentu .

Pengertian leasing dijabarkan secara lebih terinci setelah ditetapkannya
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan tanggal 20 Desember 1988 yang menampung
definisi-definisi berikut ini :

a) Perusahaan sewa guna usaha (feasing company) adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang modal, baik
secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna
usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b) Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa guna usaha pada
akhir masa kontrak mempunyai hak optie untuk membeli objek sewa guna usaha
berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama

c) Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha
tidak mempunyai hak optie untuk membeli objek sewa guna usaha.

‘d) Penyewa guna usaha (lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan
barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa puna usaha (Zessor).
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Definisi mengenai Jeasing makin dipertegas dengan dikeluarkannya keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November
1991 tentang kegiatan sewa guna nsaha, yaitu :

“Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan
barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) wntuk dipergunakan oleh
lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala™.
Dalam surat keputusan ini juga disebutkan bshwa Jessor hanya diperkenankan
memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), mempunyai kegiatan usaha atan pekerjaan bebas.
Menurut Smith dan Skousen dalam buku mereka yang berjudul Intermidiate

Accounting, definisi dari Jease adalah :

“Lease adalah kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan hak
pemakaian harta atan aktiva kepada lessee (penyewa guna usaha) oleh
pemiliknya yaitu Jessor” (Smith dan Skousen,1992:325).
Leasing dimanfaatkan secara luas dewasa im gebagai suatn cara untuk memperoleh
pelbagai jenis aktiva baik oleh perorangan maupun badan usaha Hampir setiap
aktivitas yang dapat diperoleh melalni pembelian dapat diperoleh melalui leasing.
Smith dan Skousen juga mengungkapkan adanya sifat tidak dapat dibatalksn pada
kontrak lease yang ketentuan serta sanksi pembatalannya sangat mahal bagi Jessee

sehingga dalam keadaan bagaimana pun tidak dilakukan hanya lease yang tidak dapat
dibatalkan yang dapat dikapitalisasi.



13

Dalam Statement of Standard Accounting Practice No. 21, {1994) sewa guna
usaha didefinisikan sebagai berikut :

“A lease is a contract between a lessor and a lessee for the hire of «

specific asset. The lessor retatns ownership of the asset but conveys the right

to the use of asset to the lessee for an agreed period of time in the return for
the payment of specific rentals.”

Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian antara lessor (pemilik aktiva) dengan lessee

(pemakai aktiva) untuk pemakaian suatu aktiva dalam suatu periode tertentu.

Kegiatan usah;c.l leasing di Indonesia dapat dikategorii{an sebagai jenis
pembiayaan capital lease atan finance lease, ini berarti bahwa kegiatan leasing akan
mencakup beberapa pengertian pokok, antara lain :

a Sifat pembiayaan adalah pembiayaan jangka menengah dan jangké panjang, oleh
karena jangka waktu kontrak /easing mencakup jangka waktu satu bulan dari dua
belas bulan. Jangka waktu kontrak ini dikenal dengan nama basic term lease atau
initial term of the lease dan bersifat tetap (ron cancelable).

b. Pembiayaan leasing harus dikaitkan dengan pengadaan barang-barang modal untuk
kegiatan yang produktif. |

¢. Pembiayaan leasing harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum

dalam pengertian leasing menurut SKB Tiga Menteri, artinya pembiayaan leasing
yang digunakan memang capita! lease, sedangkan dalam praktek cara operating

banyak digunakan oleh perugahaan-perusahaan non leasing.
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B. Ciri -ciri Leasing ( Soekadi,1990:15) :

- Objek leasing
Meliputi segala macam barang modal meliputi mesin-mesin, komputer untuk
keperluan kantor, dan lain-lain.

- Pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu
Cara pembayaran dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan setiap bulan,
setiap kuartal atau setiap setengah tahun sekali.

- Nilai sisa atau residual value.

- Hak opsi bagi lessee
Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia

ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa ataukah

mengembalikan kepada lessor.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing :
1. Lessor (perusahaan leasing) sebagai pemilik barang atan pihak yang
menyewakan.
2. Lessee (pernsahaan/ nasabah) sebagai pihak yang menikmati barang atan pihak
penyewa dengan membayar sejumlah sewa dan mempunyai hak opsi.

3. Supplier (vendor / leveransir) pihak yang menjual barang kepada lessor.
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C. Klasifikasi L easing

Pada dasarnya leasing terdiri dari dua macam tipe dasar, yaitu firancial lease
(bagi lessor) atan capital lease (bagi lessee) dan operating lease.

Sementara itu menurut Standar Akintansi Keuangan No_30 mengenai “Akuntansi
Sewa Guna Usaha™ mengklasifikasikan usaha leasing sebagai berikut:
a  Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan)

Dalam jenis ini, perusahaan sewa guna usaha (/essor) adalah pihak yang
membiayai penyediaan barang modal, penyewa guna usaha (lessee) biasanya
memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama Jessor sebagai pemilik barang
modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang
modal yang menjadi objek transaksi Jeasing. Selama masa Jease, lessee melakukan
pembayaran Jeasing secara berkala, di mana jumiah seluruhnya ditambah dengan
pembayaran nilai sisa, kalan ada, akan mencakup pengembalian harga pokok
barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan sewa
guna usaha Suatu transaksi sewa guna ussha akan dikelompokan sebagai capital
lease ( bagi penyewa ) atan finance lease ( bagi perusahaan sewa guna usaha )
apabila dipenuhi kriteria sebagai berikut:.

1. Penyewa guna ussha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewaguna
usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui

bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa gina usaha.
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2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah
dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang
disewagimansaha serta bungsnya sebagai keuntungan perusshaan sewa ( full
payout lease ).

3. Masa sewa guna usaha minimum 2 tahun.
Operating Lease (Sewa Menyewa Biasa)
Dalam jenis ini, /essor membeli barang modal dan selanjutnya disewaguna
usahakan kepada lessee. Berbeda dengan firance lease, jumlah seluruh
pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup
jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut
bunganya Perbedaan ini disebabkan karena lessor mengharapkan keuntungan justru
dari penjualan barang modal yang di-lease-kan atau melalui beberapa kontrak
leasing lainnya

Sales Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan)

Sewa Guna Usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan secara langsung di

mana jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau

penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Jenis /ease ini
seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

Leveraged Lease

Transaksi leasing jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak yaitu perusahaan sewa

guna usaha, penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai

bagian terbesar dari transaksi sewa guna usgha.
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D. Isi Kontrak Leasing (Ferdinand Giri,1997:157)
Isi kontrak leasing antara lessor dan Jessee yaitu mengenai :
a. Jangka waktu sewa guna usaha
b. Jumliah pembayaran per periodik.
c. Kewajiban pajak, asuransi, dan pemeliharaan.
d. Batasan-batasan. .
e. Ketentuan tidak dapat dibatalkan sebelum jangka waktu sewa guna usaha berakhir.

f Alternatif bagi /essee untuk membeli atan memperpanjang jangka waktu sewa guna

usaha .

E. Prosedur dan Mekanisme L easing
Sebelum mengetahui prosedur dan mekanisme Jeasing, terlebih dahulu perlu
diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak leasing adalah :
1. Lessee 3. Supplier
2. Lessor 4. Perusahaan Asuransi
Adapun prosedur dan mekanisme Jeasing yang menyangkut pihak-pihak tersebut
secara garis besar sebagai berikut :
1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutubken, mengadakan
penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud.

2. Setelah mengisi formulir permohonan lease, lessee mengirim kepada lessor digertai

dokumen pelengkap.
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3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas
lease dengan syarat dan kondisi yang telah disetujui lessee ( lama kontrak
pembayaran sewa lease, tingkat bunga yang berlaku, alternatif pembayaran lease,
dan lain-lain ), maka kontrak /ease dapat ditandatangani.

4. Pada saat yang sama, /essee dapat menandatangani konirak asuransi untuk peralatan
yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang

| tercantum pada konirak Jlease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin

kontrak utama

5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani Jessor dengan supplier peralatan
tersebut.

6. Supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi lessee. Untuk
mempertahankanr dan memelihara kondisi peralatan tesebut, supplier akan
menandatangani perjanjian pelayanan pumna jual.

7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan meyerahkan kepada supplier.

8. Supplier menyerahkan surat tanda terima ( yang di terima dari lessee ) bukti
pemilikan dan pemindahan kepada lessor.

9. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier.

10.Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran

yang telah ditentukan dalam kontrak lease {(Djoko,1996:89).
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F. Kebaikan dan Kelemahan Menggunakan Sistem L easing
Pihak Lessor :
a. Kebaikan :

1. Leasing dapat memberikan keuntungan besar pada modal yang ditanam.

2. Biaya modal yang diinvestasikan atas barang atau objek lease diperhitungkan
akan terbayar kembali dari tambahan keuntungan bunga yang telah diperhitungkan
dalam Jease tersebut.

3. Aktiva yang di-Jease-kan tetap merupakan suatu harta modal yang berharga
setelah berakhirnya jangka waktu Jease. Lessor dapat meningkatkan penghasilan
atas keuntungan mereka dari penjualan aktiva Jease yang dikembalikan
kepadanya pada akhir periode Jease, dan seringkali keuntungan tersebut ternyata
besar.

4. Adanya hak pemilikan pada Jessor.

5. Biasanya dalam transaksi /ease terdap.at adanya uang muka yang berkisar antara
10%-40%, yang memungkinkan dilakukannya reinvestasi modal.

6. Pihak lessor berhak menyusutkan aktiva lease sehingga akan memperoleh
penghematan pajak.

b. Kelemahan :
1. Leasing memerlukan persyaratan modal yang besar, lessor harus mampu untuk
meminjam mod;ﬂ dalam jumlah besar atan memiliki modal sendiri untuk

membiayai aktiva yang di-/ease-kan.
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2. Leasing mengandung resiko yang diakibatkan oleh sifat barang dan umur
ekonomis barang, yaitu bila tidak ada perjanjian khusus maka lessor yang akan
menanggung masalah perbaikan dan asuransi dari barang modal yang di-lease-
kan.

3. Walaupun Jessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual Jease property,
khususnya pada akhir periode lease, lessor belum tentu dapat meyakinkan bahwa
barang tersebut bebas dari berbagai ikatan.

4. Walaupun lessor berstatus sebagai pemilik barang, tetapi tidak bisa melakukan
tuntutan kepada pabrik atan supplier-nya secara langsung, yang dapat
melakukannya adalah /essee sebagai si pemakai barang.

S. Biaya lease dapat dipengaruhi oleh fluktuasi yang tidak dapat diperkirakan
khususnya dalam kontrak maintenance lease { pengawasan / pemeliharaan ),
biaya pemeliharaan dan tenaga kerja dapat meningkat sehingga keuntungan
seluruhnya dapat lenyap kecuali bila syarat inflasi dicantumkan dalam kontrak

lease (Djoko, 1996:24).

G. Kxiteria Penilaian Lessor terhadap Lessee
a Efficient :
- Pergediaan; besamya persediaan akan menenfukan profit snatu perusahaan.

- Piutang dagang; kualitas dari piutang dagang yang dapat diuangkan.
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- Aktiva Tetap; dengan aktiva tetap memungkinkan perusahasn untuk melakukan
proses produksinya dan bila penjualan lancar akan dapat melunasi hutang-
hutangnya.

b. Profitabilty
Merupakan sumber utama pemasukan kas bagi perusahaan dari kas yang diperoleh
perusahaan biasa mengembalikan hutang-hutang, bunga dan biaya lainnya.

c. Likuiditas
Sampai seberapa jauh perusahaan bisa menyelesaikan kewajiban hutang jangka
pendek dengan menggunakan sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan kas.

d. General ROE ( Return On Equity )

Setiap perusahaan pasti mempunyai unsur-unsur assef, hutang, biaya, dan modal.

Unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam suatu rasio yaitu ROE schingga dapat

diketahui secara keseluruhan atas hasil serta aktfivitas perusahaan yang

bersangkutan.

e. Leverage
Alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan tergantung kepada kreditur
dalam membiayai asset perusahaan

f Cash flow

Menggambarkan aktivitas kas berupa pemasukan dan pengeluaran dan juga

membentuk informasi tentang hubungan antara neraca dan laporan laba rugi dari satu

periode ke periode berikutnya.
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g Proyeksi Laporan Kenangan
Dapat diperkirakan tentang kegiatan perusahaan serta posisi keuangan di masa yang

akan datang (Soekadi,1990:49).

H. Perlakuan Akuntansi L easing oleh Lessor
Dalam pelaksanaan transaksi Jeasing melibatkan dua pihak utama yaitu pihak
lessee dan pihak lessor. Dalam wraian berikut ini pemnlis hanya akan menguraikan
perlakuan akuntansi dalam sewa guna usaha oleh pihak /essor saja berdasarkan PSAK
No. 30 jenis firance lease. |
1. Penanaman netto dalam aktiva yang di-Jease-kan harus dicatat sebagai
penanaman netto sewa guna usaha Jumlah tersebut terdiri dari jumlah piutang
lease ditambah nilai sisa { harga opsi ) yang akan diterima oleh Jessor pada akhir
masa Jease dikurangi dengan pendapatan /ease yang belum diakui dan simpanan
jaminan
2. Selisih antara piutang /ease ditambah nilai sisa ( harga opsi ) dengan harga
perolehan aktiva yang dileasekan diperlakukan sebagai pendapatan sewa lease
yang belum diakui.
3. Pendapatan lease yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai

pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas

penanaman netto /essor.
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4. Bila /essor menjual barang modal kepada /essee, maka perbedaan antara harga
jual dengan penanaman netto dalam /easing pada saat penjualan dilakukan harus
diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.

5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi /easing harus diakui

dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.

I. Pencatatan Transaksi Leasing Jenis Direct Financing Lease

Dalam metode ini Jease dipandang sebagai operasi pembelanjaan, yaitu tidak
terdapat rugi/laba pabrikan karena harga jual dan harga perolehan adalah sama. Lessor
memperoleh pendapatannya hanya berupa bunga saja.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan atau pencatatan éngkanya
adalah : (Tunggal 1994:35)

- Lease Contract Receivable (LCR)
Pembayaran /ease minimum ditambah dengan nilai residu yang tidak dijamin. Bila

lessor mengeluarkan biéya langsung awal, biaya ini juga akan menambah besarnya

lease contract receivable.

- Unearned Lease Income (ULI)

Perbedaan antara gross investment dengan harga perolehan atau nilai buku dari
aktiva yang di-/ease-kan.
- Leased Income Earned (LIE)

Bagian dari unearned lease income yang sudah diakui sebagai pendapatan.
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- Residual Value of Leased Asset (RV)
Nilai sisa aktiva yang di-/ease pada akhir perjanjian leasing.
- Security Deposit
Sejumlah uang untuk menjamin pembayaran cicilan selama periode leasing.
- Net Invesment
Gross invesment dikurangi unearned lease income.
Dalam mencatat transaksi lease perhitungan yang dilakukan adalah :

Untuk pembayaran di muka :

{(c-RP)1+1)™" P
(1+4)" -1

Pmt =

Untuk pembayaran di belakang :

o {(c- &)1+ Jad
(1+4)" -1

Selanjutnya perhitungan yang dilakukan untuk pembayaran di muka dan belakang adalah
LCR =nxPmt
ULl =LCR+RV-C

LIE = IxNI(n-1)

Keterangan :

Pmt : Pembayaran sewa tiap periode
C : Cost of Leased Asset

I : Fixed interest rate per month
n : Term of Lease

NI(n-1) : Net Invesment periode sebelumnya
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Jurnal yang dibuat untuk pencatatan akuntansi transaksi leasing umumnya
sebagai berikut :
1. Membukukan fransaksi lease :
Dr Lease contract Receivable XXX

Dr Residual Value of Leased Asset  xxx

Cr Bank XXX
Cr Unearned Lease Income Xxx
Cr Security Deposit XXX
2. Pada saat menerima pembayaran berkala :
Dr Bank XXX
Cr Lease Contract Receivable XXX

3. Mengakui adanya pendapatan bungé dari penerimaan pembayaran /ease :
Dr Unearned lease income XXX
Cr Lease Income Earned XX
4a Pencatatan berakhirnya kdntrak lease dan lessee membeli aktiva lease yang
bersangkutan :

Dr Security Deposit XXX
Cr Residual Value of Leased Asset XXX
Cr Gain or (loss) on Leased Asset XXX

4b. Bila leased asset diambil kembali oleh lessor :

Dr Equipment Owned or Acquiered xux
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- Dr Security Deposit XXX
Cr Residual value of Leased Asset XXX
Cr Bank XX

J. Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha oleh L essor

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pelaporan dan pengungkapan
transaksi sewa guna usaha menurut Standard Akuntansi Keuangan No.30 tentang
Akuntansi Sewa Guna Usaha. Pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha
oleh perusahaan sewa guna usaha ( Lessor ) jenis firarnce lease:

1. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan
berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar
tidak lancar (unclassified balance sheet).

2. Penanaman netto dalam aktiva yang disewagumansahakan harug dilaporkan dalam

neraca dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Sewa Guna Usaha Rp xoxx
Nilai Sisa yang Terjamin XXX
Pendapatan Sewa Guna Usaha yang Belum diakui  {(3o0x)
Simpanan Jaminan (sox)
Penanaman Netto Sewa Guna Usaha Rp »ox

Penyisihan Piutang Sewa Guna Usaha yg Diragukan  (xxx)

Jumlah Penanaman Netto Rp xxx
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3. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan
dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya (single step).
Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam
kelompok utama dalam kelompok pendapatan.

4. Jumlah penanaman neito dan pendapataan sewa guna usaha dalam sewa guna
usaha sindikasi dan leveraged leases harus dilaporkan oleh masing-masing pihak
secara proposional sesuai dengan penyertaannya.

5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa

guna usaha

b. Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk dua tahun berikutnya.

c. Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna
usaha kepada penyewa guna usaha.

d. Piutang sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga.

e. Sewa puna usaha sindikasi dan Jeveraged leases.

K. Cara Memperoleh Dana Untuk Usaha Leasing (Tunggal dan Tunggal,1994:16)
Perusahaan leasing (lessor) dalam menjalankan usahanya atan transaksi Jeasing

memperoleh dana dari :

1. Sumber dana dari luar negen, yang berasal dari bank-bank dan lembaga keuangan

bukan bank, yang terbatas pada dana jangka pendek.
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2. Sumber dana dari luar negeri, yang berasal dari bank-bank dan pemben kredit yang
biasanya diterima dalam bentuk uang asing. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman
jangka panjang dan jangka pendek.

3. Modal sendiri.

4. Kumpulan dan sewa.

L.Konsep Dasar Penentuan Tarif
Yang dimaksud dengan konsep dasar di sini adalah beberapa pertimbangan
yang harus dilakukan oleh /essor dan disepakati bersama oleh /essor dan Jessee untuk
merumuskan perhifungan tarif Konsep-konsep itu adalah :
1. Credit Appraisal
Suatu pemeriksaan yang bersifat subjektif untuk menilai solvabilitas dari lessee atan
calon /essee. Sambil melihat pada keadaan di masa lalu Jessor harus mempelajari
secara khusus akan kelangsungan hidup lessee di masa yang akan datang Kriteria
yang dipergunakan untuk menilai /essee dalam hal di atas adalah sebagai berikut :
a. Sifat bisnis yang bersangkutan.
b. Prospeknya di masa yang akan datang terutama baik tidaknya rencana cash flow
di masa yang akan datang untuk membayar kembali /ease serta pengeluaran-
pengeluaran lainnya.
¢. Nilai perkiraan dari barang yang bersangkutan selama periode /ease.
d. Posisi keuangan yang terakhir.

e. Kualitas dari manajemen serta personilnya.
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Semua ini dilakukan untuk memperkecil resiko kenangan /essor.

2. Primary Lease Period
Jangka wékm yang memungkinkan jumiah keseluruhan pembayaran /ease akan cukup
untuk menutupi fiull capital cost dari pada leased, property, yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan residual value. Dalam full capital cost tersebut pula fee,
biaya bunga dan biaya-biaya lain dan profit margin yang diperhitungkan oleh
lessor. Semakin panjang jangka waktu /ease, semakin besar resiko yang harus
ditanggung /essor dan semakin lama pula perputaran kas yang dipegangnya.

3. Rental Payment Patterns
Pola-pola pembayaran /ease banyak sekali variasinya sehingga tidak memungkinkan
bagi kita untuk memperincinya satu per satu. Dan justru disinilah letaknya kelebihan
metode pembiayaan financial lease dibandingkan dengan pinjaman kredit bank
yakni adanya fleksibilitas yang cukup besar.Dengan demikian suatu transaksi lease
akan segera mencari bentuk /ease mana yang paling favorable atan paling cocok
dengan situasi dan kondisi kedua belah pihak

4. Depreciation Method
Menentukan metode depresiasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi lessor
sebab biaya penyusutan itu merupakan non cash outlay yang dapat mengurangi

taxable income. Sedangkan metode depresiasi yang biasanya digunakan oleh lessor

adalah metode garis lwrus.

5. Sifat-Sifat Barang dan Lokasi Penempatannya
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a Types of Equipment

Sifat-sifat peralatan yang dapat menentukan besarnya tarif ialah :

- Umur barang semakin lama umurnya maka jumlah tarifiya akan dapat diperkecil
dengan memperbanyak jumlah frekuensi pembayaran.

- Harga barang yang cukup mahal sehingga melebihi kemampuan /essee untuk
membelinya dapat diatasi dengan memperbanyak jumlah frekuensi pembayaran
sedemikian rupa sehingga dapat tercapai oleh Jessee.

- Sifat obsolency (resiko keuangan) yang cepat untuk jenis-jenis barang tertentu
menyebabkan primary period harus lebih cepat dari umur teknisnya.

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang cukup mahal ataupun spareparts yang
cukup sulit diperoleh harus dibicarakan bersama oleh kedua belah pihak.

b. Location of Equipment

Lokasi dari pada equipment juga sangat memerlukan besarnya tarif Ada suatu

pengalaman pahit yang harus diderita oleh suatu perusahaan besar di Jakarta

Perugahaan tersebut bergerak di bidang alat-alat berat dengan sistim leasing.

Beberapa buah peralatan berat seperti traktor dan mesin-mesin penggergaii kayu,

disewakan ke perusahaan-perusahaan penggergajian kayu yang memiliki HPH di

Kalimantan dengan primary lease period yang cukup panjang. Belum ada dua

tahun, dunia usaha di bidang perkayuan mengalami resesi sehingga produksi

tertumpuk tanpa dapat dijual. Jadi tarif fease sejenis peralatan yang sama akan

berbeda tergantung kepada resiko pemakaiannya (Djoko, 1996:43).
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M. Metode Pengaknan Pendapatan dan Metede Tingkat Suku Bunga

Masalah metode pengakuan pendapatan yakni bagaimana caranya lessor
mengalokasikan pendapatan kedalam setiap periode akuntansinya. Dalam hal ini harus
memenuhi syarat prudence concept yaitu konsep yang lebih mendasarkan kebijakan
apabila mengalokasikan cost dan revenue tidak akan bisa setepat-tepatnya, sehingga
dipilih yang dianggap paling tepat dan syarat matching corncept yang menyatakan
bahwa agar yang dianggap income itu realistis, hendaknya biaya-biaya juga dibebankan
pada periode yang sama sebesar alokasi biaya yang pantas untuk periode tersebut
Sedangkan untuk metode tingkat suku bunga dignnakan metode tingkat suku bunga tetap
atan Fixed Rate di mana pembayaran cicilan ditetapkan pada saat dimnlainya kontrak
leasing dengan jumlah yang tetap selama perjanjian /easing berlangsung dan metode
tingkat suku bunga mengambang atau Floating Rate di mana pembayaran cicilan tiap
periode disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar selama periode
perjanjian. Tingkat bunga mengambang digunakan untuk kontak yang relatif besar. Pada
metode suku bunga mengambaﬁg faktor yahg digunakan untuk menentukan besarnya
bunga adalah spread yang tetap, bila suku bunga pasar naik maka biaya bunga yang
dikenakan pada /essee juga akan ikut naik. Sistem ini sangat adil di mana Jessor
mendapat spread yang tetap, sedangkan /essee apabila suku bunga pasar turun maka

biaya bunga yang ditanggung /essee akan turun dan sebaliknya (Marpaung,1985:55).
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N. Pengenaan Pajak L essor

- Perusahasn Jeasing terutang Pph tetapi perusahaan leasing tidak dikenakan
pemotongan Pph pasal 23 sepanjang kontrak Jeasing yang ditutup tersebut adalah
jenis financial lease, tetapi bila kontrak tersebut hanya memenuhi syarat sebagai
operating lease, maka pemotongan Pph pasal 23, tetap berlaku.

- Barang modal yang di-lease-kan oleh lessor dengan cara capital / Financial lease
tidak disusutkan oleh Jessor hanya yang di-leastng-kan dengan cara operating lease
yang disusutkan. Ini mencegah dua kali penyusutan atas suatu barang modal.

- Transaksi leasing adalah objek PPN tetapi perusahaan leasing tidak terhutang PPN.
Yang terhutang PPN adalah pengusaha yang menyediakan barang modal tersebut

pada perusahaan leasing untuk di-/ease-kan kepada Jessee (Marpanng,1985:68).

O. Hak Opsi dalam Perjanjiﬁ Financial Lease

Hak opsi dari pihak J/essee untuk membeli barang atau memperpanjang
perjanjian lease yang telah diadakan sewaktu perjanjian itu berakhir adalah merupakan
suatu ciri pokok dari perjanjian finarcial lease. Dalam perjanjian financial lease hak
opsi selalu diperjanjikan sehingga merupakan suatu wnsur tetap dari setiap perjanjian
lease. Walaupun sudah diperjanjikan sejak awal dalam pelaksanasmnya masih
diperlukan perjanjian atan perbuatan hukum tersendiri. Jadi dengan kata lain bahwa
dengan menyatakan akan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang yang di-lease

itn. Hak kepemilikan atau ownership title atas barang tersebut belum secara otomatis
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berpindah dari lessor ke lessee, walaupun manfaat ekonomis dari barang tersebut
sudah bertahun-tahun digunakan oleh Jessee.

Untuk pemindahan hak kepemilikan itu perlu diadakan transaksi tersendiri yaitu
perjanjian jual beli antara lessor dengan Jessee seperti halnya yang dilakukan dalam
perjanjian jual beli dan sejak itulah Jessee menjadi pemilik barang tersebut

(Tunggal,1994:31).

P. Jaminan-Jaminan dalam Perjanjian Financial Lease

Guna mengatasi keragnan terhadap integritas calon lessee, lessor akan meminta
jaminan dari /essee. Hal ini terutama bila calon /essee baru pertama kalinya memohon
fasilitas, serta mengingat bahwa transaksi leasing merupakan suatu transaksi yang
melibatkan sejumlah besar dan kemungkinan terjadinya wanprestasi dari pihak /essee.

Maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa, serta
untuk mencegah kerugian /essor umumnya akan meminta jaminan dari Jessee antara lain
berupa :

a Jaminan kebendaan

Berupa hak mutlak atas swatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan

langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap

siapapun,selalu menghitung bendanya dan dapat dialihkan, terdiri dari :

- benda bergerak atau tetap seperti hipotik atas tanah

- benda bergerak seperti barang-barang kepunyaan lessee yang tidak
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merupakan barang lease, dan dapat juga berupa pengadaan atas saham-
saham perusahaan Jessee.

b. Penanggungan ( Borgtocht )
Bentuk suatu perjanjian yang diatur dengan tegas dalam KUHPdt Jadi bukan
hanya sekedar jaminan moral aftan referensi saja, melainkan suatu bentuk
perjanjian tersendiri, di mana pihak ketiga yang menjamin pembayaran kembali
manakala debitur atau /essee tidak dapat memenuhi kewajibannya{wanprestasi)
dalam bentuk jaminan perseorangan dan jaminan peﬁlsahaan_

c. Asuransi (Assigment Of Insurance Proceeds)
Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang leasing akan mewajibkan pihak
lessee wntuk mendapatkan ansuransi atas barang yang sedang di-/ease. Hal ini
bukan saja untuk perlindungan bagi lessee sebagai pemakai barang, tetapi
terutama bagi pihak lessor selaku pemilik barang tersebut_l Mengingat
pentingnya masalah asuransi ini maka pada setiap perjanjian leastng seharusnya
dimuat ketentuan yang menyangkut resiko tentang kerugian dan kerusakan dari
benda yang di-lease-kan bertalian dengan tanéglmg jawab hukum yang ada
hubungannya dengan barang tersebut.

d. Pelimpahan tagihan-tagihan /essor kepada lessee ( Assignment of Accounts
Receiveable)
Bentuk jaminan ini juga berdasarkan atas kepercayaan dari Jessor. Di mana
lessee melimpahkan atau menggadaikan tagihan dan piutang yang diterima atan

yang akan diterima Jessor. Agar lebih aman essor harus meminta kepada
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lessee daftar tagihan dan piutang agar apabila terjadi pelanggaran akan mudah
bagi lessor untuk menghubungi atau memberitahnkan kepada debitur dari lessee
untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan.

e. Deposito jaminan ( Security Deposit In Pledge with The Lessor )
Setelah penandatangzmagl perjanjian Jessee akan serentak dengan pelaksanaan
dari perjanjian Jease, lessor dapat menarik suatu deposito sesuai dengan yang
diperjanjikan guna menjamin ketaatam lessee terhadap perjanjian lease.
Deposito tersebut akan ditahan oleh lessor dan akan dipelihara tetap dalam
jumlah yang sama sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

f Saling menanggung (Cross Guarantee)
Ini terjadi apabila perusahaan /ease berada dalam satu grup, maka perusahaan
dalam satu grup tersebut dapat saling tanggung menanggung dalam pemberian
jaminan dan biasanya bentuk jaminan disebut dengan istilah Afiliated

Company Guarantee (Tunggal,1994:31).

Q. Faktor-Faktor Kunci Sukses Usaha L easing

Secara umum, yang dapat menjadi kunci sukses bagi perusahaan Jeasing yang
beroperasi di Indonesia antara lain :
1. Market Share

Digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh efektivitas kegiatan pemasaran

yang dilakukan oleh pernsahaan.
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2. Interest Rate
Digunakan sebagai standar oleh suatu perusahaan.

3. Rental Receivable
Merupakan pendapatan utama dari Jessor sebagai usaha kegiatan operasionalnya
adalah penerimaan rent dari lessee. Digunakan untuk mengetahui situasi yang sedéng
dihadapinya dan dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan.

4. Invesment Return
Pengukuran dari Jnvesment Return ini cukup rumit sebab harus mengkombinasikan
antara faktor interest dan deviden.

5. Tingkat Inflasi |
Lessor harus memperhitungkan segala jenis resiko yang akan dihadapi di masa yang
akan datang Salah satu resiko yang cukup menggelisahkan dew;,asa ini adalah adanya
ketidakstabilan perkembangan ekonomi yang tercermin dalam tingkat inflasi yang
semakin meningkat. Salah satu untuk menghadapi resiko ini adalah dengan metode
stepped rentals di mana setiap pembayaran lease harus diperhitungkan dahulu

dengan tingkat kenaikan inflasi yang terjadi pada periode itu (Marpanng,1985:22).



BABII

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian yang
memusatkan pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus.
Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan. Penelitian ditujukan untuk mencm:i
informasi yang diperlukan dalam analisis. Hasil analisis dan kesimpulan yang

diperoleh hanya berlaku pada perusahaan yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Peneliti melakukan penelitian di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE, Wisma
Bumiputera J1. Jendral Sudirman Kav-75 Jakarta

2. Waktu penelitian dari bulan Juni sampai bulan Oktober 1998

C. Subjek Penelitian
a Pimpinan perusahaan
b. Bagian akuntansi

c. Bagian operasional
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D. Objek Pendlitian

Objek penelitian dalam penulisan ini tentang pelaksanaan kebijakan akuntansi pada

perusahaan sewa guna usaha PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.

E. Data Yang Dicari :
- Jumlah barang yang di-lease-kan oleh lessor.
- Prosedur perjanjian /easing.
- Dasar yang digunakan perusahaan dalam menilai suatn perusahaan penyewa.
- Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perjanjian leasing.
- Besarnya jumlah angsuran /essee dan pendapatan bunga lessor.
- Biaya-biaya dalam perjanjian leasing.
- Pencatatan transaksi leasing .
- Penyajian laporan keuangan /essor.
- Prosedur kerja bagian akuntansi.
- Istilah-istilah transaksi /easing pada PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.

- Gambaran umum dan sejarah perusahaan .

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Penulis menggunakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak
perusahaan mengenai prosedur transaksi /easing, prosedur kerja bagian

akuntansi, dasar yang digunakan untuk menilai Jessee, biaya-biaya dalam
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perjanjian leasing, perusahasn yang terlibat, gambaran umum dan sejarah
perusahaan.
2. Dokumentasi
Penulis melihat dan mengumpulkan data-data mengenai gambaran umum dan
sejarah perusahaan, pencatatan transaksi leasing, prosedur transaksi leasing,
prosedur kerja bagian akuntansi, penyajian laporan keuangan lessor dan surat-
surat yang ada dalam perjanjian leasing.
3. Observasi
Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang diteliti
maupun kegiatan atan operasi perusahaan Obsevasi dilakukan untuk melengkapi

data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

(. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menganalisis data berdasarkan :

1. Kajian menurut pemsahaan; vaitu mendeskripsikan data hagil penelitian di PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE ftentang kebijakan alkuntansi leasing yang
dilaksanakan oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.

2. Kajian menurut teori, yaitu mendeskripsikan data yang ada pada buku-buku literatur
dan PSAK No.30 mengenai kebijakan akuntansi /easing yang meliputi :

2.1. Prosedur perjanjian leasing, terdiri dari :
- Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian /easing.

- Meneninkan jenis dan jumlah aktiva yang di-/ease-kan.
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Pengigian formulir oleh lessee.

Pengevaluasian kelayakan kredit oleh lessor.

Biaya-biaya dalam perjanjian leasing.

Jaminan-jaminan yang diberikan /essee kepada Jessor (jika ada).

Penandatanganan kontrak oleh /essor dan /essee.

Menentukan pembayaran periode Jease dan pendapatan Jease.
2.2. Pencatatan transaksi Jeasing yang dibuat /essor, 1angkah-langkahmya yaitu :
a Dalam mencatat transaksi Jeasing perhitungan yang dilakukan adalah;
- Untuk pembayaran angguran Jease di muka :

fc- a1+ 3t
(1+4)" -1

Pmt =

- Untuk pembayaran angsuran /ease di belakang :

{((C-RVY1+1)" Ix1
(1+i)" -1

Pmt =

Selanjutnya perhitungan yang dilakukan untuk pembayaran di muka dan
belakang adalah:
LCR = nxPmt
ULl = LCR+RV-C
1IE = IxNI(n-1)

Keterangan :

Pmt : Pembayaran sewa tiap periode
C : Cost of Leased Asset

I . Fixed interest rate per month
n : Term of Leuse

NI(n-1) : Net Invesment periode sebelumnya
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LCR  : Pembayaran lease minimum ditambah nilai residu yang tidak
di jamin dan biaya-biaya yang dikelurkan lessor (bila ada ) pada
awal periode.

ULL  : Perbedaan antara gross investment dengan harpa perolehan aktiva
yang dilease.
LIE : Bagian dari ULI yang sudah diakui sebagai pendapatan.

b. Jurnal yang dibuat pada umummya yaitu ;

- Pencatatan (jurnal) yang dibuat pada saat kontrak lease pertama kali.

- Pencatatan (jurnal) yang dibuat jika Jessor menerima pembayaran berkala.

- Pencatatan (jurnal) yang dibuat pada saat mengakui pendapatan bunga dari

penerimaan pembayaran lease.

- Pencatatan (jurnal) yang dibuat jika kontrak lease selesai.

2.3. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan lessor dalam bentuk neraca dan
laporan laba rugi.

3. Perbandingan mengenai pelaksanaan kebijakan akuntansi Jeasing pada PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE dengan teori-teori yang ada untuk mengetahui
kebaikan dan kelemahan pelaksanaan perjanjian leasing.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai penerapan
kebijakan akuntansi menurut PSAK No.30 pada PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
apakah sudah seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, karena PSAK merupakan
pedoman dalam penynsunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan agar laporan

keuangan lebih berguna, dapat diperhitungkan dan dapat diperbandingkan serta tidak

menyesatkan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Perusahaan

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE (PT BBF) didirikan pada tanggal 10
September 1982, dengan modal dasar sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan modal yang
digetor sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Pemegang sahamnya terdiri dari BOT Lease Co
Ltd yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000,00 dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
yaitu sebesar Rp. 450.000.000,00. BOT Lease Co Ltd berkantor pusat di Tokyo Jepang
yang merupakan kantor pusat Bank of Tokyo dan mempunyai anak perusshasn di
Hongkong. Sedangkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai kantor
pusat di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 1996 di kantor Kartini Mulyadi dan Rekan dalam Rapat
Umum Luar Biasa Pemegang Saham dinyatakan bahwa Bumiputera BOT Finance
adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
dan berkedudukan hukum di Jakarta. Pada tanggal 2 Juli 1997 di tempat yang sama
yaitu di kantor Mulyadi dan Rekan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dalam rangka perubshan Anggaran Dasar Perseroan pasal 2 mengenai jangka waktu
pendirian perseroan, pasal 3 mengenai maksud dan tujuan perseroan termasuk
didalamnya bidang usaha perusahasn dan pasal 4 mengenai modal. Tujuan dari
perubshan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar

Pergeroan yang berlaku dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang
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perseroan terbatas yang diminta oleh Menteri Kehakiman RI sebagaimana termaksud
dalam surat No. C2-HT.01.01-A-4855 tanggal 6 Agustus 1996 dengan Notaris Singgih
Susilo, SH. Data akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini merupakan keputusan
Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Agustus 1997 No. C2-8622.HT.01.04 tahun 1997.
Pada tanggal 7 Oktober 1997 PT BBF dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar
perusahaan sesuai Undang-Undang NO.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaap
dengan No. TDP 09031810873 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Selatan
No. 1593/BH.09.03/X/1997.
Maksud dan tujuan PT BBF adalah :
1.‘Memajukan usaha sebagai lembaga pembiayaan (multi finance company), yakni
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atan barang modal.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT BBF melaksanakan kegiatan yang
meliputi bidang usaha :
a. Sewa Guna Usaha (Teasing)
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
“financial lease” maupun “operating lease” untuk digunakan oleh penyewa

guna ussha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara

berkala

b. Anjak Piutang (factoring)
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atan pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi

perdagangan dalam atau luar negeri.
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¢. Usaha Kartu Kredit (credit card company)
Kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu
kredit.

d. Pembiayaan Konsumen
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen
dengan sistem pembayaran angsuran atan berkala oleh konsumen.

Modal dasar PT BBF berjumlah Rp. 30.000.000.000,00 terbagi atas 100.000
saham prioritas dan 200.000 saham biasa, setiap saham bernilai nominal Rp.
100.000,00. Dari modal tersebut telah diambil sebagian oleh pemegang saham yaitu:

a  Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebesar 30.000 saham prioritas dan
60.000 saham biasa dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,00.

b. BOT Zease Co Itd sebesar 70.000 saham prioritas dan 110.000 saham biasa
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.000,00.

c. Yayasan Kinasih sebesar 30.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp.
3.000.000.000,00.

Jadi seluruhnya 100.000 saham prioritas dan 200.000 saham biasa dengan nilai

nominal selurubnya sebesar Rp. 30.000.000.000,00.

Barang utama untuk leasing PT BBF meliputi mesin kantor (kalkulator,
komputer, mesin fotocopy, mesin cetak kantor, mesin felex, seniral telepon dan
peralatan kantor lainnya) , mesin produksi (meta! working machines, machine tools,
pressing machine, textile machine dan lain-lain), mesin angkutan (mobil, kendaraam

industri, trams, fork lifls dan trailers serta mesin angkutan lainnya) | kapal-kapal
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(kapal penghela, kapal hidrofoil, kapal keruk,dan ligters), kapal terbang dan
helikopter, alat-alat kedokteran, alat ukur dan lain-lain. PT BBF mempunyai cabang di

Bandung dan Surabaya.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
PT BBF diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
1. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris terdiri dari 4 orang anggota. Susunan Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut:
(a) 1 orang Presiden Komisaris
(b) 1 orang Wakil Presiden Komisaris
(c) 2 orang Komisaris.
Sedangkan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yaitu
- Mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi
- Memeriksa pembukuan dan dokumen seria kekayaan perseroan
- Setiap waktu dalam rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk
sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi
tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar atan
bertindak tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi
Direksi terdiri atas 4 orang anggota yaitu 1 orang sebagai Presiden Direktur dan 3

orang sebagai Direktur.
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Tugas dan wewenang Direksi :

a Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
perseroan guna mencapai maksud dan tujuan perseroan.

b. Masing-masing anggota Direksi harus dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

¢. Direksi mewakili dan mengikat perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan dan berhak untuk menjalankan untuk dan atas nama perseroan
segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan
ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Dewan
Komisaris unfuk melakukan tindakan-tindakan :

- memperoleh, mengalihkan, atan dengan cara lain melakukan tindakan
hukurn berkaitan dengan barang tidak bergerak atau harta tetap, dengan
jumlah melebihi jumlah modal dasar untuk setiap transaksi.

- membebani atan menggadaikan getiap kekayaan perseroan.

- meminjam atan meminjamkan uang perseroan atan mengikat perseroan
sebagai penjamin, apabila jumlah pinjaman, jumlah yang dipimpin atan
jumlah yang dijaminkan untuk setiap transaksi, melebihi jumlah modal
dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa penarikan uang dari rekening
kredit atan utang yang telah ada dan penarikan uang dari rekening piutang

atan utang tidak dianggap sebagai pinjaman.



47

- membuat, mengubah atan mengakhiri setiap perjanjian jasa teknik atan
perjanjian serupa lainnya atas nama perseroan.

d. Jika kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi yang berwenang mewakili Direksi dan bertindak unfuk dan
atas nama perseroan, maka perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi
lainnya, yang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan perseroan dan
jika kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan semua anggota
Direksi maka perseroan harus diwakili oleh Dewan Komisaris.

3.General Manager
Mempunyai tugas yang banyak dan penting serta sangat menentukan bagi kelancaran
operasional perusahaan General Manager membawahi:

- Lega! Div (divisi hukum)

Tugasnya berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi dalam perjanjian
leasing.

- Funding Div (divisi pendanaan)

Tugasnya berkaitan dengén kegiatan menentukan sumber dana perusahaan, masuk
dan keluarnya dana perusahaan.

- Business Div (divisi pemasaran)

Tugasnya berkaitan dengan pemasaran untuk mencari pangsa pasar yang

potensial untuk kelangsungan kegiatan pembiayaan.
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- Document Control Div (divisi pengawasan dokumen)
Tugasnya berkaitan dengsn pengumpulan dan pengawasan terhadap semua
dokumen secara keseluruhan.
4. Direktur
Tugasnya memimpin pelaksanaan kegiatan perusahaan baik di pusat maupun di
cabang. Dalam tugasnya Direktur dibantu oleh Menejer dan Penasehat. Direktur
dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- Accounting and General Affairs Div (divisi akuntansi dan urusan umum)
Tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan proses pencatatan dan pembuatan
laporan keuangan di kantor pusat yang datanya berupa dokumen-dokumen yang
di dapat dari sub-sub divisi seperti Sub Divisi Akuntansi, Sub Divisi
Pengawasan Cabang, Sub Divisi Asuransi, Sub Divisi Pengawasan Pendapatan,
Sub Divisi Pengawasan Pembayaran, Sub Divisi Pengumpulan dan Pengolahan
Data, Sub Divisi BPKP, Sub Divisi Pajak, Sub Divisi Sekretaris, Sub Divisi
Receptionis, dan Sub Divisi Kendaraan

- Direktur Cabang Bandung
Tugasnya bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan
kegiatan perusahaan cabang Bandung.

- Direktur cabang Surabaya

Tugasnya bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan perusahaan cabang Surabaya
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S. Advisor
Tugasnya sebagai penaschat dan memberikan pengarahan terhadap kebijakan

perusahaan dan mempunyai divisi sistem yang berfugas menentukan sistem yang
digunakan oleh perusahaan PT BBF. Advisor ini hanya ada di Jepang,

Pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab pada masing-masing bagian

di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar

IV.1 Struktur Organisasi berikut ini.



Gambar IV.1
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C. Bidang Usaha Perusahaan
Sebelum adanya krisis ekonomi dan setelah perubahan anggaran dasar, PT BBF
memusatkan usahanya pada sektor pembiayaan leasing, anjak piutang, usaha kredit dan
pembiayaan konsumen. Tapi pada saat ini PT BBF hanya memusatkan usahanya pada
dua sektor pembiayaan yaitu Jeasing dan pembiayaan konsumen karena situasi dan
kondisi yang tidak memungkinkan.
1. Sewa guna usaha (Leasing)
Pembiayaan melalui Jeasing umumnya dimaksudkan untuk pengadasn barang
modal berupa sarana dan peralatan produksi, seperti mesin-mesin dan
perlengkapannya Dalam menjalankan usaha ini perusahaan menyediakan dana
untuk pembiayaan pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatn badan
usaha untuk jangka waktu tertentn, yang pembayarannya dilakukan secara
berkala dan pada akhir masa leasing diberikan hak opsi untnk membeli kembali
berdasarkan nilai sisa yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya
perjanjian leasing.
Usaha ini membantu peningkatan barang-barang modal dan membantn lessee

dalam memperoleh barang modal yang dibutuhkan Beberapa manfaat dari

leasing bagi lessee adalah :

- Prosedurnya sangat sederhana.

- Jaminan /easing adalah barang yang di-lease-kan_

- Berdasarkan ketentuan fiskal maka keseluruhan angsuran leasing dapat

dibebankan seluruhnya sebagai biaya.
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2. Pembiayaan konsumen
Pembiayaan konsumen ini merupakan transaksi pembiayasn untuk pembelian
barang-barang konsumsi kepada badan usaha atau perseorangan dengan sistem
pembayaran secara berkala di mana nasabah utamanya adalah masyarakat luas
yang mempunyai kredibilitas. Jenis usaha ini dilaksanakan oleh perusahaan sejak
tahun 1997.

Sumber dana bagi pembiayaan operasional perusahaan selain dari modal
disetor dan laba yang ditahan juga memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan bukan bank (LKBB) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti
bank swasta nasional, bank asing maupun bank pemerintah.

Segmen pasar yang diprioritaskan PT BBF adalah perusahaan-perusahaan
berskala menengah dan besar yang tersebar dibeberapa pusat perdagangan dan
perindustrian penting seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya Kegiatan pemasaran
dilakukan oleh tenaga trampil yang mempunyai hubungan luas dengan dunia usaha di
Indonesia sehingga dapat menjaring transaksi potensial. Transaksi potensial dapat
diperoleh melalui penyalur barang modal maupun karena adanya referensi dari para
pemakai jasa lainnya.

Untuk menekan resiko usaha karena pengaruh musim dan siklus usaha maka
perusahaan telah mengambil langkah diversifikasi dengan melakukan investasi pada
berbagai sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa, transportasi, konstruksi, pertanian

dan pertambangan.
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Dalam menjalankan usahanya perusahaan telah dan selalu melakukan penutupan
asuransi yang layak dan lazim bagi industri pembiayaan (termasuk gedﬁng-gedung yang
dimiliki perusahaan) sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari resiko kerugian
geperti kebakaran, kehilangan, kecelakaan dan sebagainya.

Prospek perusahaan dapat dilihat dari sudut permintaan jasa keuangan di
Indonesia yang masih sangat besar. Banyak perusahaan yang memiliki reputasi baik
mulai membutubkan jasa pembiayaan dan perbankan unfuk pengembangan u§aha
mereka, namun perbankan belum dapat melayani mereka sepenuhnya Di samping itu
banyak daerah perdagangsn dan industri potensial di luar pulau Jawa yang belum
mengetahui tentang jasa pembiayaan. Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya merupakan
daerah yang masih memiliki potensi namun belum banyak mendapatkan aliran jasa
pembiayaan. Oleh sebab itu perusahaan bermaksud untuk menambah wilayah
pemasaran dan melakukan penetrasi pasar melalui kerja sama yang lebih baik dengan

penyalur barang-barang modal.

D. Kebijakan Akuntansi Lease

Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi
Indonesia pernyataan No. 6 tanggal 19 September 1990 mengenai akuntansi untuk
transaksi leasing serta sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-
122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 danNo.30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari

1974. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan yang baru maka laporan keuangan
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perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.30 tentang
Akuntansi Sewa Guna Usaha.

Oleh karena seluruh perjanjian atan transaksi sewa guna usaha memenuhi
kriteria umum dan kriteria khusus di bawah ini, maka perusahaan membukukan
transaksi tersebut sebagai “Direct Financing Lease”.

1. Kriteria umum
- penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang di-lease-kan
pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada
gaat dimulainya perjanjian sewa guna usaha
- seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah
nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang di-lease-

kan serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (fil! payoui

lease).
- masa sewa guna usaha minimum 2 tahun.
2. Kriteria khusus
- penagihan atas pembayarén sewa terjamin dan dapat diperkirakan.
- tidak terdapat ketidakpastian atas penmerimaan kembali beban-beban yang
dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan perjanjian sewa guna usaha.
Jika salah satn dari kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi

sewa guna usaha yang bersangkutan akan dikelompokkan sebagai transaksi sewa

menyewa biasa (operating lease).
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Dalam metode sewa guna usaha pembiayaan, kelebihan dari keseluruhan
piutang sewa guna usaha dan nilai sisa atas harga perolehan, merupakan pendapatan
gewa guna usaha yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan
jangka waktu sewa pada tingkat pengembalian yang tetap dari penanaman bersih dalam
sewa guna usaha Pelunasan sebelum masa sewa guna usaha berakhir dianggap sebagai
suatu pembatalan kontrak sewa guna usaha dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam
tahun berjalan.

Oleh karena itu sesuai kriteria yang telah disebutkan, maka mulai tanggal 1
Januari 1992 semua transaksi yang terjadi pada PT BBF dibukukan dengan
menggunakan metode sewa guna usaha Direct Financing Lease. Alternatif pembiayaan
lease yang digunakan oleh perusahaan adalah bulanan, namun perusshaan juga
memberikan kelonggaran bagi para penyewa guna usaha yang ingin melakukan
pembayaran secara friwnlan. Jumlah ini hanya meliputi 1% dari keseluruhan

pembayaran lease.

E. Istilah-Istilah dalam Transaksi L easing PT BBF

1. Lease :

Suatu kontrak sewa atas penggunaan harta unfuk suatu periode tertentu dengan sewa

tertentu.

2. Lessee :

Pemakai aktiva yang akan di-Jease-kan, perusahaan atau perseorangan yang

menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan.
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3. Lessor :

Pemilik aktiva yang akan di-/ease-kan, dalam hal ini adalah PT BBF.
4. Term of lease -
Jangka waktu /ease yang tetap dan tidak dapat dibatalkan termasuk :
¢ periode yang mencakup hak opsi untuk memperbarui kontrak easing.
s periode yang mencakup digunakannya hak opsi untuk membeli aktiva yang di-
lease-kan.
¢ periode di mana dikenakan denda bagi /essee atas kegagalannya unfuk
memperbarui /ease dan jumlah denda tersebut dijamin pada permulaan /ease.
¢ periode di mana Jessee mempunyai hak wntuk memperbaharni  dan
memperpanjang masa lease.
5. Cost of leased asset -
Jumlah yang dibayar untuk peralatan yang disewakan yang merupakan selisih antara
lease contract recefvable dan unearned lease income.
6. Lease contract receivable :

Jumlah pembayaran sewa yang akan diterima oleh perusahaan selama periode lease.

7. Unearned lease income -

Pendapatan sewa yang belum direalisasi sebagai selisih antara lease contract

recetvable dan cost of leased asset.

8. Residual value :

Nilai leased asset yang diperkirakan dapat direalisasi pada akhir periode sewa.
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9. Security deposit atau Deposit amount
Jaminan kas yang diterima Jessor dari lessee untuk menjamin pembayaran sewa
atau kewajiban sewa lainnya.

10. Lease payment :

Jumlah yang dibayar /essee secara periodik kepada Jessor untuk penggunaan aktiva
yang di-/ease-kan. Pembayaran dapat dibayar di muka atau di belakang,
11. Lease income :
Pengakuan lease income dari tiap penerimaan pembayaran sewa.
12. Bargain purchase option :
Hak opsi yang diberikan kepada Jessee untuk membeli atan menolak aktiva yang di-
lease-kan setelah habis masa kontrak, yang dinilai sebesar nilai residu.
13. Inception of the lease :
Permulaan /ease adalah tanggal perjanjian lease ditandatangani oleh pihak-pihak
yang terlibat dalam transaksi /ease serta semua syarat dan kondisi yang telah
disepakati bersama.
14. Floating rate :
Pembayaran cicilan yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di
pasar selama periode perjanjian leasing (tingkat bunga mengambang).
15. Fixed rate :

Pembayaran cicilan yang ditetapkan pada saat permulaan Jease dan tetap selama

masa lease (tingkat bunga tetap).



BAB V
EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI LEASE

PADA PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

A. Prosedur Transaksi L easing

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 30 prosedur transaksi Jeasing
tidak dibahas secara terinci hanya pelaksanaan sewa guna usaha saja, tetapi prosedur
transaksi /easing merupakan langkah awal untuk menentukan kebijakan akuntansi dalam
pelaksanaan transaksi /easing. Berikut ini akan diuraikan mengenai prosedur transaksi
leasing di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.

Transaksi leasing melibatkan dua pihak utama yaitu pihak perusahaan leasing
yang disebut lessor, dalam hal ini PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dan pihak
penyewa guna usaha atan lessee. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh
penyewa guna usaha agar prosedur transaksi leasing dapat berjalan dengan baik PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam hal ini mempunyai ketentnan-ketentnan yang
cukup sederhana untuk dapat dilakéanakan oleh‘penyewa guna usaha.

Penyewa guna usaha dalam rangka mengajukan permohonan kredit /easing pada
pihak perusahaan, harus mengisi formulir permohonan kredit leasing yang isinya antara
lain mengenai jenis peralatan, merek, jangka waktu sewa, nilai residu, dan asuransi serta
menyertakan syarat-syarat sebagai berikut :

a Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik perusahaan atan orang yang
berkepentingan dalam kontrak /ease;

b. Nomor Pengusaha Wajib Pajak (NPWP) dari perusahaan penyewa guna usaha;
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c¢. Akte bangunan tanda hak milik;

d. Giro yang dimiliki oleh perusahaan penyewa guna usaha;

e. Laporan keuangan perusahaan penyewa guna usaha setidaknya untuk tiga tahun
terakhir.

Dalam pelaksanaannya ada dua macam cara yang dapat dilaksanakan oleh
penyewa guna usaha untuk memperoleh barang modal secara sewa guna usaha dari PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE , yaitu :

1. Penyewa guna usaha langsung menghubungi PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.
Setelah penyewa guna usaha memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di
atas, pihak perusahaan akan melakukan survey terhadap kemampuan keuangan

perusahaan penyewa. Dasar penilaian yang digunakan oleh PT BUMIPUTERA BOT

FINANCE adalah 5C, yaitu:

a. Character,
berhubungan dengan kejujuran dari langganan dalam mentaati transaksi bisnis,
dalam hal ini adalah masalah moralitas.

b. Capacity,
merupakan kemampuan langganan untuk menghasilkan laba/keuntungan.

c. Condition,
merupakan situasi perekonomian secara umum dalam menunjang bisnis dari
perusahaan langganan.

d. Capital,
merupakan besarnya modal vang dimiliki oleh langganan vang menjadi dasar

penilaian.
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‘e. Colateral,
merupakan besamnya aktiva langganan yang dijadikan jaminan kepada perusahaan
untuk memperoleh kredit.
Selain dasar penilaian tersebut, perusahasn juga akan mempertimbangkan mengenai
keinginan penyewa guna usaha dalam melakéanakm leasing tersebut, seperti jenis
barang modal yang hendak di-lease, tingkat bunga yang berlaku bagi penyewa guna
usaha, jangka waktu Jease dan alternatif pembayaran lease.

2. Penyewa guna usaha menghubungi supplier yang menyediakan barang modal yang
dibutuhkan, dan menyatakan kepada supplier bahwa perusahaannya bermaksud untuk
melakukan pengadaan barang modal dengan cara leasing. Supplier tersebut nanti akan
menghubungi PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dan menanyakan kesediaan
perusahaan untuk membiayat pengadaaan barang modal tersebut Setelah dihubungi
oleh supplier, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE akan melakukan prosedur yang
sama dengan yang telah diuraikan di bagian satu, yaitu melakukan survey dan penilaian
terhadap perusahaan penyewa guna usaha

Setelah kontrak /ease terjadi maka penyewa membayar uang sewa yang

tetap yang besarnya tergantung dari jangka lease tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di

muka atan di belakang kemudian didepositokan pada PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

sampai pembayaran satu atau tiga bulan terakhir dari jangka waktu Jease.
Bagian yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak lease sejak

diterimanya permohonan leasing sampai dengan penandatanganan kontrak lease yaitu
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General Manager. Langkah-langkah yang akan dilaksanaken oleh bagian ini dalam

rangka terciptanya perjanjian leasing adalah sebagai berikut :

1.

Bagian Divisi Bisnis akan menyusun suatu proposal bagi setiap penyewa guna
usaha yang bermaksud mengadakan kontrak Jease dengan perusahaan. Isi proposal
ini meliputi syarat-syarat /ease yang harus dipenuhi oleh penyewa gima usaha dan
hasil survey pada perusahasn penyewa guna usaha

Selanjutnya proposal-proposal yang telah siap ini akan diserahkan kepada
General Manager untuk dinilai.

Apabila pihak penyewa guna ussha telah memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan, General Manager akan memberikan persetujuannya dan kontrak lease
dapat segera ditandatangani oleh pihak penyewa dan pihak perusahasn.

Setelah kontrak selesai ditandatangani, bagian Divisi Bisnis akan segera
mempersiapkan agar lease dapat segera berjalan dan perjanjian-perjanjian legal
akan segera dibuat.

Selama perjanjian leasing tersebut berjalan, bagian Divisi Bisnis bekerjasama
dengan Divisi Legal bertugas untuk menangani hal-hal yang terjadi di luar
kehendak perusahaan, misalnya adanya lessee yang tersendat-sendat dalam
melakukan pembayaran lease-nya Dalam hal ini bagian Divisi Bisnis 'haras;
tanggap atas adanya kelalaian yang dilakukan penyewa guna usaha dalam
pembayaran angsuran Jease-nya, dan tindakan-tindakan yang perlu diambil harus
segera dilaksanakan, misalnya segera mengadakan konfirmasi dengan pihak

penyewa guna usaha yang bersangkutan.
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Kontrak /ease yang telah berjalan bersifat tidak dapat dibatalkan. Tetapi dalam
prakteknya, tidak sedikit penyewa guna usaha yang tidak dapat memenuhi kontraknya
hingga selesai dan membatatkan kontrak tersebut sebelum waktunya. Untuk itu perusahaan
telah menetapkan tingkat persentase tertentu dari pokok pinjaman /ease yang harus
dibayar oleh penyewa guna usaha sebagai denda pembatalan kontrak /ease.

Tidak jarang pula perusahaan menemui kesulitan dalam penerimaan pembayaran
lease dari penyewa guna usaha karena mereka tidak dapat membayar angsuran lease pada
waktunya Karena itu setiap periode tertentu perusahaan membuat laporan konsumen yang
belum memenuhi kewajiban pembayarannya. Laporan ini akan dibagikan kepada masing-
masing Divisi sebagai dasar pertimbangan bila penyewa guna usaha tersebut hendak
membuka kontrak lease yang baru, apakah mungkin dapat diterima atau tidak. Selain itu,
berdasarkan laporan tersebut bagian Divisi Legal dapat mempertimbangkan cara untuk
melakukan penagihan kepada pihak penyewa guna usaha yang terlambat membayar. Cara
yang biasanya digunakan oleh perusahaan yaitu :

1. Melakukan musyawarah dengan pihak penyewa guna usaha, menanyakan alasan
mereka mengenai keterlambatan pembayaran lease dan mempertimbangkan
apakah alasan tersebut dapat ditolerir. Selanjuinya bersama-sama dengan
penyewa guna usaha akan mencari jalan pemecahan yang terbaik bagi kedua belah
pihak.

2. Apabila jalan musyawarah tidak dapat dilaksanakan, perusahaan akan
menggunakan penagih untuk menagih pembayaran /ease yang harus dilunasi.

3. Apabila penyewa guna usaha menyatakan tidak mampu lagi untuk memenuhi

kewajibannya dalam membayar angsuran lease, perusahaan akan menarik kembali
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barang yang di-Jease-kan tersebut dan me-lease-kan kembali barang tersebut
kepada penyewa guna usaha yang lain dengan nilai kontrak dan masa kontrak yang
tersisa
Bagi setiap penyewa guna usgha yang terlambat melakukan pembayaran lease,
akan dikenakan denda sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan dan
akan diakni gerta dicatat sebagai pendapatan bunga pada periode berjalan Untuk
mengantisipasi masalah tersebut, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE menetapkan
adanya:
a. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu
Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu dari saldo rata-rata penanaman
bersih dalam sewa guna usaha sebesar 2% per tahun dari nilai rata-rata penanaman
bersih sewa guna usaha dalam sat tahun Piutang sewa guna usaha yang tidak dapat
tertagih diperhitungkan dengan jumlah penyisihan piutang ragu-ragu.
b. Biaya-Biaya Sewa Guna Usaha
Biaya-biaya schubungan dengan perolehan aktiva yang di-lease-kan dibebankan
kepada penyewa guna usaha antara lain berupa biaya notaris, biaya asuransi dan biaya
materai perjanjian sewa.
¢. Jaminan dari Penyewa Guna Usaha
Pada saat kontrak sewa guna usaha dilaksanakan, penyewa guna usaha memberikan
uang jaminan yang akan digunakan untuk pembayaran atas harga jual dari aktiva yang
disewakan pada akhir periode sewa jika hak opsi digunakan oleh penyewa Jika hak

opsi tersebut tidak digunakan, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada

penyewa ghna usaha.
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Berdasarkan uraian mengenai prosedur fransaksi leasing di atas, dan setelah
membandingkan dengan peraturan leasing yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) No.30 tentang Sewa Guna Usaha dan juga Surat-surat
Keputusan Menteri mengenai Sewa Guna Usaha maka penulis dapat menemukan hal-hal
geperti yang akan diuraikan di bawah ini :

- Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam
rangka mengadakan perjanjian Jeasing cukup sederhana dan mudah dipenuhi oleh pihak
penyewa guna usaha Hal ini dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha
Indonesia dalam mengatasi cara pembiayaan ustuk memperoleh barang-barang modal
yang mercka perlukan.

- PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam pelaksanaan sewa guna usahanya sesuai
dengan SAK No.30 (pelaksanaan transaksi sewa guna usaha 3.3.1) yaitu penyewa guna
usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha
sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli peralatan tersebut.

- Dalam memberikan pembiayaan barang modal, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
membatasi pada perusahaan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah menjalankan kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha pasal 6 ayat 1,
yang menyatakan bahwa Jessor hanya diperkemankan memberikan pembiayaan barang
modal kepada Jessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau
pekerjaan bebas.

- Secara teoritis, kontrak /ease yang telah berjalan bersifat tidak dapat dibatalkan, tetapi

dalam prakteknya masih ada langganan perusahaan yang mengakhiri kontrak lease
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sebelum akhir jangka Jease, baik disebabkan karena lessee yang bersangkutan memang
berniat untuk tidak meneruskan lagi menggunakan fasilitas pembiayaan dari perusahaan
maupun karena /essee yang bersangkutan bermaksud untuk melunasi piutang lease-nya
gebelum waktunya Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya satn dan lain sebab pada
pihak Jessee, yang tidak dapat dicegah oleh perusahaan, misalnya karena kesulitan
keuangan Karena itu hendaknya PT BUMIPUTERA BOT FINANCE melakukan seleksi
yang ketat dan hati-hati terhadap Jessee yang bermaksud mengadakan perjanjian leasing

dengan perusahaan, agar pembatalan kontrak /ease dapat ditekan sekecil mungkin.

B. Pencatatan Transaksi L easing dengan Direct Financing Lease

Seperti telah diuraikan di muka, prosedur transaksi leasing dapat ditempuh
dengan dua cara, yang pertama penyewa guna usaha langsung menghubungi perusahaan,
dan yang kedua menggunakan jasa supplier sebagai penghubung antara penyewa guna
usaha dengan perusahaan Berdasarkan hal tersebut, dalam pencatatan akuntansinya
perusahaan juga membedakannya menjadi dua macam seperti di bawah ini.

Yang pertama, apabila penyewa guna usaha langsung menghubungi perusahaan
maka jurnal umum yang biasa dicatat sehubungan dengan transaksi lease adalah :
a Mencatat kontrak /ease pertama kali :

Dr Lease Contract Receivable

XXX

Dr Residual Value XXX
Cr Bank XXX
Cr Guarantee Deposit from lessee xxx

Cr Uneared Lease Income XXX
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b. Mencatat pembayaran angsuran lease dari pihak penyewa guna usaha untuk pertama
kalinya :
Dr Bank XXX
Cr Leuse Contract Receivable XXX

¢. Mencatat pembayaran angsuran /ease untuk yang kedua kalinya dari penyewa guna

usaha:

Dr Bank xxx

Dr Unearned Leuase Income xxx
Cr Lease Contract Receivable xxx
Cr Lease Income XXX

d. Pencatatan pada saat kontrak selesai :
Dr Guarentee Depasit from lessee xxx
Cr Residual value xxx
Progsedur transaksi l/easing yang kedua adalah apabila penyewa guna usaha
menghubungi supplier yang dapat menyediaken barang modal yang dibutuhkannya
Perusahaan akan melakukan pembiayaan pengadaan barang modal tersebut kepada
supplier, dan selanjuinya penyewa guna usaha wajib untuk memenuhi kéwa_jibaxmya
membayar angsuran lease kepada perusahaan. Junal yang dibuat adalah :
a. Pada saat perusahaan melakukan pembayaran atas barang modal kepada pihak
supplier:
Dr Account Receivable Xxx

Cr Bank xxx
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b. Mencatat kontrak Jease dengan penyewa guna usaha apabila semua persyaratan telah

dipenuhi :
Dr Lease Contract Receivable xxx
Dr Residual value xxx
Cr Account Receivable XXX
Cr Guarantee Deposit from lessee Xxx
Cr Urearned Lease income XXX

Untuk jurmal pada pembayaran Jease yang pertama dan seterusnya serta jurnal pada saat
kontrak lease telah habis masanya sama seperti jurnal yang telah disajikan pada bagian
pertama.

Penyewa guna usaha yang membatalkan kontrak Jease-nya sebelum masa kontrak
selesai, dikenakan denda pembatalan kontrak yang disebut “Lease Revenue” oleh
perusahaan. Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap pemyewa guna usaha yang
melunasi piutang /ease-nya sebelum masa kontrak selesai, perusahaan menganggap hal ini
sebagai pembatalan kontrak /ease. Pencatatan jurnal untuk kedua kondisi ini adalah :

a Jurnal pelunasan sisa piutang /ease dan pembayaran denda pembatalan :

Dr Banrk XXX
Cr Lease Contract Receivable Xx%
Cr Lease Revenue xxx

b. Jurnal penutupan jaminan dari penyewa guna usaha dan pendapatan yang ditangguhkan:
Dr Unearned Lease income xxx
Dr Guarantee Deposit from lessee o

Cr Residual Value XXX
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Cr Lease Contract Receivable XXX
Besarnya “Lease Contract Receivable” yang dibayar adalah sebesar sisa pokok piutang
lease yang harus dilunasi sedangkan besarnya “Lease Contract Receivable” yang ditutup
adalah sebesar sisa pendapatan yang belum diakui.

Apabila penyewa guna usaha tidak sanggup lagi untuk meneruskan kontrak lease
dan melakukan pembayaran angsuran lease, perusahaan akan menarik kembali barang
yang di-lease tersebut dan akan me-Jease-nya kembali kepada penyewa guna usaha yang
lain dengan jurnal pencatatan yang sama seperti jurnal pencatatan pertama kali,
perbedaannya hanya terletak pada nilai kontrak Jease yang baru, di mana jumlahnya akan
lebih kecil dari nilai kontrak /ease sebelumnya karena yang diperhitungkan hanya sisa
nilai kontrak Jease yang belum dipenuhi oleh penyewa guna usaha pertama.

Untuk penyewa guna usaha yang terlambat melakukan pembayaran /ease, akan
dikenakan denda keterlambatan sebesar tingkat persentase tertentn yang telah ditetapkan
oleh perusahaan terganting besarnya nilai angsuran pembayaran lease dan lamanya
keterlambatan. Pembebanan denda ini dimaksudkan agar /essee dapat membayar angsuran
lease-nya tepat pada waktunya.

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE menetapkan besamya denda keterlambatan,
biasanya disebut sebagai “Overdue Interest Rate” sebesar 5% untuk setiap bulan.
Misalnya pada suatu saat seorang penyewa guna usaha yang mempunyai kewajiban untuk
membayar angsuran lease pada tanggal 15 setiap bulan tidak dapat memenuhi
kewajibannya tepat pada waktunya. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukan pencatatan

jurnal di atas kejadian tersebut. Bila penyewa guna usaha tersebut kemmdian melunasi
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kewajibannya, misalnya pada tanggal 20 bulan yang sama barulah perusahaan akan
mencatatuya dan memperhitungkan denda keterlambatan sebagai berikut

OIR = 5% X 5/30 X LP
di mana OIR adalah besarnya denda yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha dan
LP(Lease Payment) adalah besarnya angsuran pembayaran /ease tiap bulan.

Jurnal yang dibuat saat angsuran /ease dibayar :

Dr Bank XXX

Dr Urearned Lease Income xxx
Cr Lease Contract Receivable XXX
Cr Lease Income xxx
Cr Overdue Interest Revenue xxx

Jadi PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam hal ini tidak melakukan pencatatan atas
adanya keterlambatan pembayaran lease oleh penyewa guna usaha, perusahaan baru
melakukan pencatatan setelah penyewa guna usaha yang bersangkutan melunasi
kewajiban pembayaran /ease-nya.

Dalam prakteknya prosedur pencatatan transaksi leasing dengan Direct
Financing Lease pada PT BUMIPUTERA BOT FINANCE memperhatikan dan
menggunakan hal-hal sebagai berikut:

1. Formula yang Digunakan PT BUMIPUTERA BOT FINANCE untuk Menghitung
Angsuran Pembayaran Leagse dan Pendapatan Bunga
Pada saat kontrak /ease diadakan antara perusahaan dangan pihak penyewa guna
usaha, ditentukan pula cara pembayaran yang dilakukan, apakah pembayaran sewa

akan dilakukan di muka (paymert in advance) atan pembayaran sewa dilakukan di
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belakang (payment in arrears). Hal ini penting karena akan mempengaruhi
perhitungan besarnya pendapatan /ease yang diperoleh perusahaan.
Dalam menghitung besarnya total piutang lease, angsuran lease per bulan dan
pendapatan /ease, perusahaan menggmakan dua macam tingkat suku bunga, yaitu :
a. Tingkat bunga tetap (fixed)
di mana pembayaran cicilan ditetapkan pada saat dimulainya kontrak leasing
dengan jumlah tetap selama perjanjian /easing berlangsung.
b. Tingkat bunga mengambang (Foat)
di mana pembayaran cicilan tiap periode disesuaikan dengan tingkat suku bunga
yang berlaku di pasar uang selama periode perjanjian. Tingkat bunga ini
digunakan untuk kontrak yang relatif besar.
Berikut ini disajikan mengenai formula yang diginakan oleh PT BUMIPUTERA BOT

FINANCE :

- Pembayaran angsuran /ease di muka :

rpo (PA+IYTY
(1+i) -1

Angsuran lease yang dibayarkan oleh Jessee di dalamnya termasuk
pembayaran untuk pokok dan pendapatan Jease. Tetapi pada angsuran pertama
pada pembayaran di muka yang dilakukan pada saat kontrak Jease
ditandatangani, hanya merupakan pembayaran pokok saja, belum terdapat
unsur bunga berupa pendapatan /ease. Bunga baru diperhitungkan pada bulan

berikutnya yaitu pada pembayaran angsuran /ease yang kedua dan seterusnya.
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- Formula untuk menghitung Lease Income :
Lease Income =1 X 1/12 X P(n-1)
di mana P(n-1) adalah besamya pokok pinjaman Jease pada periode
sebelumnya.

- Pembayaran angsuran lease di belakang :

rpo POHTY
(1+i) -1

Angguran Jease pertama dilakukan oleh Jessee satu bulan setelah kontrak lease

ditendatangani, dan jumlah pembayaran angsuran Jease tersebut sudah meliputi

pembaysaran pokok serta bunganya.

Keterangan :

LP : Lease Payment

P : Principal, yaitu Cost of Leased Asset minus Residual Value
I : Fixed interest rate per month

n : Term of Lease

LCR : Lease Contract Receivable

ULL  : Unearned Lease Income.

Berikut ini penulis akan memberikan contoh kasus transaksi Jease yang terjadi di

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE :

Lessee Name : PT TRISULA SELARAS INDONESIA
Barang yang di-Jeasing-kan : 2 unit Nissan CKA 12 HHT 1995

Cost of Leased Asset : Rp. 175.000.000,00

Residual valie :Rp. 35.000.000,00

Security Deposit :Rp. 35.000.000,00

Fixed Interest Rate :Rp. 22,96997814 % p.a
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Overdue Interest Rate : 5,000 % p.m
Term of Lease : 24 months
Due date : 22 September 1995

Dalam kasus ini, akan disajikan kedua macam model transaksi yang mungkin terjadi,
yaitu :
1. Pembayaran yang dilakukan di muka
P = Rp. 175.000.000,00 - Rp. 35.000.000,00
= Rp. 140.000.000,00

LP= {140.000.000 (1+22.96997814%/12Y°)(22.96997814%/128)}
(1+22,96997814%/12)* -1

= Rp.4.144.784.976
0,576264858 -

Rp.7.192.500,00

Besarnya angsuran Jease tiap periode yaitu Rp. 7.192.500

LCR =124 X 7.192.500
=Rp. 172.620.000,00
ULI=Rp. 172.620.000 - Rp. 140.000.000,00

=Rp. 32.620.000,00

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan atas transaksi yang terjadi adalah sebagai
berikut :
a Pada waktu kontrak Jeasing ditandatangani dan mulai berjalan, yaitu pada

tanggal 22 September 1995 :
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Dr Lease Contract Receivable Rp. 172.620.000,00

Dr Residual Value Rp. 35.000.000,00
Cr Bank Rp. 140.000.000,00
Cr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00
Cr Unearned Lease Income Rp. 32.620.000,00

b. Pembayaran angsuran /ease yang pertama dilakukan oleh /essee pada tanggal

yang sama dengan dimulainya masa kontrak, pada saat ini belum terdapat

pendapatan Jease yang diakui :
Dr Bank RP. 7.192.500,00
Cr Lease Contract Receivable Rp 7.192.500,00

¢. Pembayaran angsuran Jease yang kedna oleh lessee pada tanggal 22 Oktober

1995, di sini telah ada unsur pendapatan /ease yang diakui oleh perusahaan :

Dr Bank Rp. 7.192.500,00

Dr Unearned Lease Income Rp. 2.542.154,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.192.500
Cr Lease Income Rp. 2.542.154

Besamya Lease Income ini didapat dari perhitungan berikut ini :
Lease Income = 22,96997814%/12 X Rp. 132.807.500,00
=Rp. 2.542.154,00

d. Pembayaran angsuran Jease yang ketiga oleh lessee pada tanggal 22 November

1995 :
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Dr Bank Rp. 7.192.500,00
Dr Unearned Leased Income Rp 2. 453.139,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.192.500,00

Cr Lease Income Rp. 2.453.139,00

Besarnya Lease Income ini didapat dari perhitungan berikut ini :
Lease Income = 22,96997814%/12 X Rp. 128.157.154,00

=Rp. 2.453.139,00

Pembayaran angsuran legse yang keempat oleh lessee pada tanggal 22

Desember 1995:
Dr Bank Rp. 7.192.500,00
Dr Unearned Lease Income Rp. 2.362.420,00

Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.192.500,00

Cr Lease Income Rp. 2. 362.420,00

Besamya Lease Income didapat dari perhitungan berikut ini :
Lease Income = 22,96997814%/12 X Rp. 123.417.793,00
=Rp. 2.362.420,00
f Pada saat kontrak /ease berakhir perusahaan melakukan pencatatan jurnal :

Dr  Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00

Cr Residual valie Rp. 35.000.000,00

Lihat tabel (1) untuk memperjelas perhitungan .



PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

Tabel V.1

Daftar Amortisasi Lease
Pembayaran di Muka
( dalam rupiah )
Date Leasa Paymant Qutstanding | Unsamed Lease | Lease Contract
Period of Lesse Payment | {ease income Racovery Principal Income Reacsivable
Payment ] @ 5} @ (3] ®

o 22.58p-85 o 0 0 140.000.000 32.620.000 172.620.000
1 72-Sep85 7.182.500 4] 7.182.500 132.607.500 32.820.000 1685.427.500
2 2. ;};}é& 7.192.500 2.542. 154 4650.348 128.157.154 30.077.848 158.235.000
3 227\5\8;-95 7.192.500 2.453.139 4.739.381 123.417.783 27.824.707 151.042.500
4 22-%?;»95 7.192.500 2.362.40 4,830,080 118.567.713 25.262.207 143.850.000

28.770.000 7.367.7143 21412287
5 22.Jan98 7.182.500 2.268 954 48977538 113.685.117 22982373 136.857.500
B 22-Feb-98 7.192.500 2.175.730 5.018.761 108.848.358 20.818.584 129.465.000
7 22-Mar-96 7.182.500 2.079.700 5112.781 103.636.685 18.736.875 122272500
8 22-Apr-98 7.192.500 1.981.841 5.210.859 58.324 906 16.755.034 115.080.000
9 2-May-96 7.182.500 1.862.104 5.310.380 93.014.507 14.872.933 107.867.500
10 22-Jun98 7.192.500 1.780.451 5.412.048 87.802.458 13.082.4682 100.695.000
1 22.Jul 98 7.182.500 1.676.856 5515644 82.086.814 11.415626 83.502.500
12 22.Aug-98 7.182.500 1.571.277 5821.23 76.485.591 0.844.349 85.310.000
13 22-Sep-88 7.192.500 1.483 878 5728820 70.736.769 8.380.871 79.117.500
14 22.0ct-88 7.182.500 1.354.018 5.838.482 B4.898.267 7.026.853 71.825.000
15 22-Nov-96 7.182.500 1.242.%0 5.950.240 50.948.047 5.764.393 64.732.500
18 22-Dec-96 7.182.500 1.128.363 B.084.137 52.883.910 4.656.030 57 .540.000

86.310.000 20.808.267 85.703.743
17 22-Jan97 7.192.500 1.012.285 6.1680.215 48.703.697 3.643.745 50.347 500
18 D-Feb-o7 7.182.500 083.986 6.280.514 40.405.163 2.748.759 43.155.000
19 22-Mar-97 7.182.500 773.422 B.418.078 33.886.105 1.978.337 35.862.500
2 R-Aprg7 7.182500 650.550 6.541.9850 27.444 155 1.325.767 28.770.000
2 22-May-97 7.192.500 525.328 B.BB7.174 20.775.981 B800.461 21.577 500
2 22-Jun97 7.192.500 397.706 6.704 704 13.882 197 402.755 14.285.000
3 2-4uk87 7.182.500 57 642 B.824.858 7.057.397 135.113 7.182.500
24 -Aug-87 7.192.500 135.113 7.057.387 | ] 0

§7.540.000 4.856.030 62883970

172.620.000 32.620.000 140000 000
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Keterangan tabel :

(1) Lease Payment yaitu besarnya pembayaran angsuran /ease setiap bulan.
(2) Lease Income yaitu besarnya pendapalan Jease yang diakui oleh perusahaan
dalam setiap periode pembayaran angsuran /ease.
(3) Recavery yaitu (1) minus (2).
(4) Outstanding Principal yaitu saldo {4) pada periode sebelumnya minus saldo
(3) periode berjalan.
(5) Unearned Lease Income yaitu saldo (5) pada periode sebelumnya minus saldo
(2) periode berjalan.
(6) Lease Contract Receivable yaitu saldo (6) periode sebelumnya minus saldo (1)
periode berjalan.
Setelah disajikan perhitungan dan pencatatan transaksi Jlease dengan cara
pembayaran di muoka, berikut ini akan diwraikan mengenai perhitungan dan
pencatatan transaksi /ease untuk pembayaran yang dilakukan di belakang,
2. Pembayaran yang dilakukan di belakang
P =Rp. 140.000.000,00
LP = {140.000.000(1+ 22,96997814%/12)2“)(:2236997814%/12)1
(1+22,96997814%)12)* - 1

=Rp. 4.224.122.991
0,576264858

=Rp. 7.330.175,00
Besarnya angsuran Jease tiap periode yaitm Rp 7.330.175,00
LCR =24 X Rp. 7.330.175,00

=Rp. 175.924.200,00
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ULI=Rp. 175.924.200,00- Rp. 140.000.000,00

= Rp. 35.924.200,00

Pada kasus pembayaran angsuran lease di belakang, /essee mulai melakukan
angsuran yang pertama satu bulan setelah kontrak /ease ditandatangani. Jurnal

yang dibuat untuk mencatat transaksi lease ini :

a. Pada saat kontrak Jease ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 22

September 1995 :

Dr Lease Contract Receivable Rp. 175.924.200,00

Dr Residual Value Rp. 35.000.000,00
Cr Bank Rp. 140.000.000,00
Cr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00
Cr Unearned Lease Income Rp. 35.924.200.00

b. Tanggal 22 Oktober 1995, Jessee melakukan pembayaran angsuran Jease yang

pertama, di mana di dalamnya langsung terdapat unsur pendapatan Jease untuk

periode berjalan :

Dr Bank Rp. 7.330.175,00

Dr Unearned Lease Income Rp. 2.679.831,00
Cr Lease Contract Recetvable Rp. 7.330.175,00
Cr Lease Income Rp. 2.679.831,00

Besarnya Lease Income ini didapat dari perhitungan berikut

Lease Income = 22,96997814 %/12 X Rp. 140.000.000,00
=Rp. 2.679.831,00
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¢ Tanggal 22 November 1995, lessee melakukan pembayaran angsuran lease

untuk kedua kalinya :

Dr Bank Rp. 7.330.175,00

Dr Unearned Lease Income Rp. 2.590.816,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.330.175,00
Cr Lease Income Rp. 2.590.816,00

Besarnya Lease Income didapat dari perhitungan :
Lease Income = 22,96997814%/12 X Rp. 135.349.656,00
=Rp. 2.590.816,00
d. Tanggal 22 Desember 1995, lessee melakukan pembayaran angsuran Jease

untuk ketiga kalinya :

Dr Bank Rp. 7.330.175,00

Dr Unearned Lease Income Rp. 2.500.096,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.330.175,00
Cr Leuase Income Rp. 2.500.096,00

Besar Lease Income didapat dari perhitungan :
Lease Income = 22,96997814%/12 X Rp. 130.610.297,00
=Rp. 2.500.096,00
e. Pada saat kontrak lease selesai :
Dr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00
Cr Residual Income Rp. 35.000.000,00

Untuk mempermudah lihat tabel (2)
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Tabel V.2
PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
Datlar Amortisasi Lease
Pembayaran di Belakang
( dalam rupigh )
Date Leass Paymant Outstanding | Uneamed Lesse | Leass Contract
Patiod of Lease Payment | Loase income Recovery Principal Incoms Receivable
Payment ) @ @) ) &) ®)

0 22.5ep-85 Q 1] 0 140.000.000 35.924.200 175.824.200
1 2001895 7.330.175 2.E678.831 4.B50.344 135.348 658 33.244 368 168.584.025
2 22-Nov-85 7.330.175 2.580.818 4.738.368 130.610.287 30,652 563 161.263.850
3 22-Dec-B3 7.330.175 2.500.085 4.830.079 125.760.218 28.153.457 183.933.675

21.990.626 7.770.743 14.218.782
4 22-Jan-86 7.330175 2,407 641 4922534 120.657 664 25745818 146.603.500
5 22-Feb-88 7.330.175 2.313.415 5.016.780 1156.840.924 23.432.400 138.273.325
6 22-Mar-95 7.330.175 2.217.365 5.112.788 110.728.135 21.215.015 131.843.150
7 22-Apr-86 7.330.175 2.118.519 5.210.668 105.517 479 18.085.488 124 512 975
8 22-May-95 7.330.175 2018.778 5.310.397 100.207.002 17.075.718 117.282.800
9 22-Jun-86 7.330.175 1.818.128 5.412.046 094.785.036 15.167 668 108.952 625
10 22-Jul-98 7.330.175 1.814.533 5.515.642 69.278.394 13.343.058 102.6822 450
11 22-Aug-56 7.330.175 1.708.855 §.621.220 2850174 11.634.101 95202275
12 22.58p-88 7.330.175 1.801.385 5.728.820 77.929.354 10.032.748 §7.862.100
13 22-0c1-96 7330174 1.491 BoB 5.838.479 72.000 875 8.541.050 B80.R21.925
14 22-Nov 8B 7.330.175 1.379.938 5.950.237 B8.140.630 7.181.112 73.301.790
16 22-Dec-95 7.330.175 1.268.041 6.064.134 60.076.504 5.885.071 85.871.575

87.962.100 22.258.386 £5.703.714
18 22.Jan87 7.330.175 1.148.983 6.180.212 53.898.292 4745108 55.641.400
17 22-Fab 97 7.330.175 1.031.6584 8.288.511 47.587.761 3.713.444 51.311.225
18 22-Mar-97 7330175 211.100 5.419.075 41.178.708 2.802.344 43.981.050
18 2-Apr87 7.330.175 788.268 6.541.8687 34.635.618 2.014.058 36.B50.875
20 22-May-97 7.330.17% B63.006 6.657 170 27 969,648 1.351.051 28320700
21 22-Jun.g7 7.330.175 535.384 8.784.71 21.174.858 B15.BE7 21.880.525
22 22-Jutg7 7.330.175 405321 8.924 954 14.250.004 410.348 14.080.260
23 22-Aug-S7 7330175 272.767 7.057.408 7.192.598 137.579 7330175
24 22-Sep-87 7.330.174 137.579 7.192.536 Q 0 0

B5.971.576 5.808.071 80.076.604

176.824 200 36.824.200 140.000.000

[
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Keterangan tabel :
(1) Lease Payment yaitu besarnya pembayaran angsuran /ease setiap bulan.

(2) Lease Income yaitu besarnya pendapatan lease yang diakui oleh perusahaan
dalam setiap periode pembayaran angsuran /ease.
(3) Recovery yaitu (1) minus (2).
(4) Outstanding Pn'rzcipdl yaitu saldo (4) pada periode sebelumnya minus saldo
(3) periode berjalan.
(5) Unearned Lease Income yaitu Saldo (5) pada periode sebelumnya minus saldo
(2) periode berjalan.

(6) Lease Contract Receivable yaitu saldo (6) periode sebelumnya minus saldo (1)

periode berjalan.

2. Kejadian di Luar Kegiatan Normal Pembayaran Angsuran Lease

Selama masa kontrak lease terdapat kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi di luar

kegiatan pembayaran angsuran lease yang normal, yaitu terjadinya keterlambatan

pembayaran lease oleh lessee, pelunasan piutang lease oleh lessee sebelum kontrak
lease tersebut selesai, atan dapat saja pada pertengahan masa Jease tersebut seorang
lessee menyatakan tidak sanggup lagi untuk membayar sisa angsuran lease-nya.

Berikut ini perhitungan dan pencatatan atas kondisi-kondisi di atas yang dilakukan

oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE.

a. Dalam kondisi terdapatnya seorang lessee yang terlambat melakukan pembayaran
angsuran lease, perhitungan dan pencatatan seperti di bawah ini yang akan
dilakukan oleh perusahaan Misalnya dari contoh sebelumnya (pembayaran di
muka) lessee yang bersangkutan pada periode ke-10, yaitu pada tanggal 22 Juni
1996, terlambat membayar angsuran Jease selama 10 hari. Pembayaran tersebut
baru dilakukan pada tanggal 2 Juli 1996, maka:
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- pada tanggal 22 Juni 1996, perusahaan tidak melakukan pencatatan jurnal atas
keterlambatan Jessee tersebut, tapi hanya dicatat pada buku kerja tentang lessee
yang terlambat melakukan pembayaran,

- pada tanggal 2 Juli1996, yaitu pada saat Jessee tersebut melakukan pembayaran
angsuran /ease, perusahaan baru mencatat jurnal pembayaran tersebut ditambah
dengan unswr “Overdue Interest Rate” yaitu denda yang dikenakan oleh
perusahasn kepada Jessee atas keterlambatan pembayaran angsuran lease-nya
Perhitungannya adalah sebagai berikuf :

OIR = 5% p.m
Interest Revenue = 5% X 10/30 X Rp 7.192.500,00
=Rp 115.875,00

Jurnalnya :

Dr Bank Rp. 7.312.375,00

Dr Unearned Lease Income Rp. 1.780.451,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 7.192.500,00 -
Cr Lease Income Rp. 1.780.451,00
Cr Overdue Interest Revenue Rp. 119.875,00

( Lihat tabel 1 untuk mendapatkan besamnya Lease Income periode ke-10 )

b. Bila seorang lessee melunasi piutang lease-nya sebelum masa kontrak lease

berakhir, hal ini dianggap sebagai pembatalan kontrak, dan ia akan dikenakan denda

sebesar persentase tertentu sesuai dengan yang telah disepakati bersama pada saat

perjanjian leasing dilaksanakan. Misalkan dari contoh yang sama seperti di atas,

lessee yang bersangkutan bermaksud untuk mengakhiri perjanjian leasing dan

melunasi sisa piutang lease-nya pada tanggal 23 Desember 1996, setelah

melakukan pembayaran angsuran lease periode ke-16 tanggal 22 Desember1996.

Pada awal perjanjian leasing telah ditetapkan denda pembatalan kontrak sebesar

1,5% dari pokok pinjaman. Perhitungan dendanya adalah :

Lease Revenue =1,5% X Rp. 140.000.000,00

= Rp. 2.100.000,00
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Jurnalnya :
- saat menerima pelunasan sisa pokok piutang /ease dan denda pembatalan kontrak :
Dr Bank Rp. 54.983.916,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 52.883.91£00
Cr Lease Revenue Rp. 2.100.000,00
- saat menutup perkiraan ULL Residual Value dan Guarantee Deposit from lessee:
Dr Unearned Lease Income Rp. 4.656.030,00
Dr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00
Cr Residual Value Rp. 35.000.000,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 4.656.030,00

( Lihat tabel 1, LCR yang dilunasi sebesar sisa pokok pinjaman (kolom 4)
sedangkan LCR yang ditutup sebesar ULI yang belum diakuni (kolom S) periode
ke-16)

c. Kondisi yang lain, di mana lessee tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran
lease-nya sebelum masa kontrak lease selesai. Dalam hal ini perusahaan akan
menarik kembali aktiva yang di-/ease-kan oleh /essee yang bersangkutan, dan akan
me-lease-kan kembali aktiva tersebut kepada Jessee lain yang berminat. Dalam
kontrak /ease yang baru nanti, nilai kontrak /ease-nya akan lebih kecil dari
sebelumnya, yaitu sebesar sisa piutang lease yang belum dilunasi oleh Jessee
pertama. Misalkan dari contoh yang sama seperti di atas, setelah periode ke-4,
lessee yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup lagi membayar sisa angsuran
lease-nya, jurnalnya :

- saat menutup perkiraan Lease Contract Receivable, Unearned Lease Income dan
jaminan yang diberikan oleh Jessee :

Dr Unearned Lease Income Rp. 25.262.287,00
Dr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00
Dr Leased Asset Rp. 118.587.713,00
Cr Lease Contract Receivable Rp. 143.850.000,00

Cr Residual Value Rp. 35.000.000,00
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- saat pengalihan aktiva lease tersebut kepada lessee lain untuk di-lease-kan -
kembali sebesar sisa piutang /ease yang belum dilunasi :

Dr Lease Contract Receivable Rp. 143.850.000,00

Dr Residual Value Rp. 35.000.000,00
Cr Leased Asset Rp. 118.587.713,00
Cr Unearned Lease Income Rp. 25.262.287,00
Cr Guarantee Deposit from lessee Rp. 35.000.000,00

3. Pencatatan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu
PT BUMIPUTERA BOT FINANCE menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu dari
saldo rata-rata penanaman bersih dalam sewa guna usaha sebesar 2% per tahun dari
nilai rata-rata penanaman bersih sewa guna usaha 1 tahun. Jurnal yang dibuat :
Dr Provision for Doubtful Lease Receivable XXX
Cr Allowance for Doubtfil Zease Receivable XXX

Berdasarkan uraian di atas dan dengan membandingkan dengan SAK No.30 dan
peraturan leasing lainnya, maka penulis menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Tahap-tahap transaksi leasing di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE, mulai dari
berjalannya kontrak lease, pembayaran angsuran lease tiap periode dan saat
berakhirnya kontrak Jease telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.

- Formula yang digunakan oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam menghitung
angsuran /ease tiap periode dan pendapatan /ease dapat diterima karena menghasilkan
pendapatan Jease yang semakin kecil sebanding dengan besarnya pokok pinjaman yang
makin berkurang pula

- PT BUMIPUTERA BOT FINANCE telah memperlakukan dan mencatat penanaman
netto dalam aktiva yang di-Jease-kan sesuai dengan SAK No.30{perlakuan akuntansi
oleh lessor 4.1.1), di mana jumlah penanaman netto tersebut terdiri dari jumlah
piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh
perusahaan pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa guna
usaha yang belum diakui dan simpanan jaminan.
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- Untuk pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui, yang merupakan selisih antara
piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa dengan harga perolehan aktiva (asset
cost) telah diperlakukan dan dicatat sesuai dengan SAK No.30(perlakuan akuntansi
oleh lessor 4.1.2) oleh perusahaan Atas pendapatan sewa gina usaha yang belum
diakui tersebut perusahagn mengakuinya berdasarkan suatn tingkat pengembalian
berkala secara konsisten, yaitu menggunakan tingkat bunga tetap untuk kontrak yang
relatif kecil atan tingkat bunga mengambang untuk kontrak yang relatif besar, dan
dicatat sebagai pendapatan untuk tahun berjalan sebagaimana diatw dalam SAK
No.30 ( perlakuan akuntansi oleh Jessor 4.1.3).

- PT BUMIPUTERA BOT FINANCE memperoleh pendapatan bunga berupa denda
keterlambatan pembayaran angsuran Jease dan denda pembatalan kontrak lease yang
diakui serta dicatat sebagai pendapatan periode berjalan sesuai dengan SAK No. 30
(perlakuan akuntansi oleh lessor 4.1.5).

- PT BUMIPUTERA BOT FINANCE tidak mencatat jurnal pada saat jatuh tempo
pembayaran angsuran lease bila ada lessee yang terlambat melakukan pembayaran.
Pencatatan jurnal baru dilakukan pada saat lessee yang bersangkutan melunasi
kewajibannya Sebenarnya hal ini tidak diatur lebih jauh di dalam SAK No.30, tetapi
menurut penulis sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan jurnal atas piutang lease
yang seharusnya dibayar tapi tertunggak dengan membuka perkiraan “dccrued Lease
Contract Receivable”. Dengan adanya perkiraan ini dapat diketahui bahwa masih ada
lessee yang belum melunasi piutang /ease-nya dan dengan demikian tindakan-tindakan
yang perlu diambil dapat segera dilaksanakan Selain itu, nilai piutang lease
tertunggak (accrued) yang relatif besar menunjukkan bahwa perusahaan mungkin
belum melakukan evaluasi kredit secara ketat terhadap kemampuan keuangan lessee
sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. Jurnal yang sebaiknya dibuat saat jatuh
tempo pembayaran angsuran Jease :

Dr Accrued Lease Contract Receivable xxx

Cr Lease Contract Receivable xxx
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Sedangkan jurnal pada saat Jessee melakukan pembayaran :

Dr BRank xxx

Cr Accrued Lease Contract Receivable Xxx

C. Penyajian Rekening-Rekening dalam Transaksi L easing di Laporan Keuangan PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE

Dalam menyusun neraca, perusahaan melaporkan aktivanya berdasarkan urutan
likuiditasnya dan melaporkan kewajibannya berdasarkan wutan jatuh temponya
Perusahaan tidak mengelompokan aktiva dan kewajibannya ke dalam kelompok lancar
dan tidak lancar.

Dalam kaitanmya dengan laporan keuangan, perusahaan juga menyusun catatan
atas laporan keuangan untuk memperjelas perkiraan dan angka yang tercantum dalam
laporan keuangan. Berikut ini akan disajikan laporan keuangan perusahaan untuk tiga
tahun terakhir.
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Dari contoh kasus pembayaran di muka, yang telah diberikan perhitungannya pada
tabel (1) , dibawah ini adalah contoh penyajian perkiraan-perkiraannya dalam laporan
keuangan.

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

NERACA
per 31 Desember 1995
ASSETS
Net Investment in Direct Financing Leases
Lease Contract Receivables Rp. 143.850.000,00
Residual Value Rp 35.000.000,00
Unearned Lease Income (Rp. 25.262.287,00)
Guarantee Deposit from Lessee (Rp. 35.000.000,00)
Net Rp. 118.587.713,00
PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 1995

REVENUES

Leases Rp.7.357.713,00

Dari contoh kasus pembayaran di belakang, atau dari tabel (2), penyajian

perkiraaan dalam laporan keuangan adalah :
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PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
NERACA

per 31 Desember 1995
ASSETS

Net investment in Direct Financing Leases

Lease Contract Receivable Rp. 153.933.675,00

Residual Value Rp. 35.000.000,00

Unearned Lease Income Rp. (28.153.457,00)

Guarantee Deposit from Lessee Rp. (35.000.000,00)

Net Rp 125.780.000,00
PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Talﬁm Yang Berakhir 31 Desember 1995
REVENUES
Leases

Rp. 7.770.743,00
Setelah metﬁpelajari dan membandingkan laporan keuangan PT BUMIPUTERA

BOT FINANCE dengan apa yang distur dalam SAK No.30 penulis dapat menemukan hal-
hal berikut ini :

- Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

telah sesuai dengan SAK No. 30 (pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna
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usaha oleh perusshaan sewa guna usaha 6.1.1) di mana aktiva dilaporkan menurut
likuiditasnya dan kewajiban dilaporkan menurut urutan jatuh temponya Begitu pula
dengan rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi leasing, telah disajikan
sesuai dengan SAK NO. 30 sehingga nilai investasi bersih (penanaman netto) pada
tanggal neraca telah mencerminkan nilai yang benar dan akurat serta dapat diandalkan
untuk menghitung besarnya penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan.

- Laporan Laba Rugi yang disusun oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE berbentuk
single step, di mana kelompok pendapatan dipisahkan dengan kelompok biaya. Dalam
laporan Laba Rugi ini pendapatan sewa guna usaha dilaporkan sebagai komponen
utama pendapatan. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan SAK No. 30

(pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan sewa guna

usaha 6.1.3) .

- PT BUMEIPUTERA BOT FINANCE telah membuat suatu catatan atas laporan
kenangannya Di dalamnya dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi penting yang
digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha, juga telah menampilkan
besarnya pembayaran sewa guna usaha untuk masa waktu dua sampai enam tahun
berikutnya. Hal ini diatur dalam SAK No. 30 ( pelaporan dan pengungkapan transaksi
sewa guna usaha oleh perusahaan sewa guna usaha 6.1.5) bahwa catatan atas laporan

keuangan harus mengungkapkan pembayaran sewa guna usaha minimum untuk dua
tahun berikutnya.
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D. Prosedur Kerja Bagian Akuntansi

Dalam rangka memprosedur transaksi-transaksi /easing khususnya untuk dicatat

dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan, maka prosedur seperti di bawah ini

yang dilakukan oleh Divisi Akuntansi dan Urusan Umum PT BUMIPUTERA BOT

FINANCE:

1.

Sub Divisi Akuntansi mempersiapkan dan memberi nomor wut jurnal dan bukti-bukti
penerimaan kas, pengeluaran kas dan bank, bukti-bukti memorial dan jurnal koreksi,
kemudian menyerahkannya ke Divisi Akuntansi dan Urusan Umum untuk disusun
dalam odner.

Semua jurnal dan bukti-bukti yang telah disusun di dalam odner diserahkan ke Sub
Divisi Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk diolah.

Sub Divisi Pengumpulan dan Pengolahan Data menginput data-data dari jurnal yang
ada ke dalam komputer (database) dan menghasilkan ‘Laporan Jurnal Transaksi per

:??

Har1”.

“Laporan Jurnal Transaksi per Hari diberikan kepada Divisi Akuntansi dan Urusan
Umum untuk dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara jurnal yang dicatat dengan
laporan yang dihasilkan. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakcocokan, maka
Sub Divisi Pengumpulan dan Pengolahan Data akan melakukan input kembali data-
data ke dalam komputer. Sedangkan bila hasil pemeriksaan menunjukkan kecocokan,

Sub Divisi Akuntansi akan melanjutkan langkah berikutnya yaitu verifikasi laporan.

. “Laporan Jurnal Transaksi per Hari” akan diproses dan dimasukkan ke dalam arsip.

Selanjutnya dari pemrosesan tersebut akan menghasilkan ‘“Neraca Saldo Harian”

yang juga akan diarsipkan.
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Pada saat akhir periode akuntansi, Sub Divisi Akuntansi akan membuat dan
mengeluarkan “Neraca Saldo Harian™ dan “Laporan Jurnal Transaksi per Hari” yang
kemudian diserahkan kepada Divisi Akuntansi dan Urusan Umum.

Berdasarkan “Neraca dan Laporan Laba Rugi Sementara” Divisi Akuntansi dan

Urusan Umum akan membuat jurnal pencadangan pajak penghasilan badan; jurnal

pencadangan piutang ragu-ragu; dan jurnal pembalik antara perkiraan Residual Value

dan Guarantee Deposit from Lessee.

Jurnal-jurnal tersebut akan dikelompokkan oleh Divisi Akuntansi dan Urusan Umum
dan selanjutnya akan diserahkan kepada Manager dan Direktur untuk diminta
persetujuannya

Baik Manager maupun Direktur akan memeriksa kesesuaian dan kebenaran jurnal
tersebut baik perkiraan maupun jumlahnya berdasarkan bukti-bukti memorial yang
ada

Setelah persetujuan dikeluarkan, jurnal beserta bukti-bukti yang bersangkutan akan
diterima kembali oleh Divisi Akuntansi dan Urusan Umum untuk kemudian diberi
nomor urut oleh sub divisi akuntansi dan disusun ke dalam odner.

Sub Divisi Pengumpulan dan Pengolahan Data kembali akan memasukkan data-data
dari jurnal dan bukti-bukti yang diterima dari Divisi Akuntansi dan Urusan Umum ke
dalam komputer (database).

Data yang diinput akan diproses lebih lanjut dan pada akhir periode akuntansi, Sub
Divisi Akuntansi akan membuat dan mengeluarkan “Neraca Saldo Akhir Periode

Akuntansi” dan juga “Neraca dan Laporan Laba Rugi Akhir Periode Akuntansi”.
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13. Divisi Akuntansi dan Urusan Umum akan menerima “Neraca dan Laporan Laba Rugi
Akhir Periode Akuntansi” dari Sub Divisi Akuntansi dan melakukan verifikasi atas
neraca dan laporan laba rugi tersebut, kemudian meminta persetujuan dari Manager
dan Direktur atas neraca dan laporan laba rugi yang dihasilkan.

14. Setelah neraca dan laporan laba rugi tersebut mendapat persetujuan dari Manager
dan Direktur, Divisi Akuntansi dan Urusan Umum selanjutnya akan membuat berbagai
laporan yang diperlukan berbagai pihak sehubungan dengan kebijakan aluntansi PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE.

Untuk prosedur kerja bagian akuntansi, penulis menemukan hal-hal sebagai
berikut :

- Prosedur kerja bagian Akuntansi telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh PT
BUMIPUTERA BOT FINANCE di mana telah memiliki Sub Divisi Pengumpuian dan
Pengolahan Data untuk mengolah data mengenai transaksi Jeasing, sehingga
perhitungan dan pencatatan dapat dilakukan secara otomatis oleh komputer. Hal ini
menghasilkan adanya efisiensi waktu dan dengan adanya cross check secara manual
oleh Divisi Akuntansi dan Urusan Umum akan memperkecil terjadinya kesalahan

- Adanya pengawasan secara ketat dan bertahap oleh Manager dan Direktur
memungkinkan dihasilkannya laporan keuangan yang dapat dipercaya dan akurat,
sehingga dapat diandalkan untuk membuat berbagai macam keputusan- oleh pihak

manajemen, supplier dan pihak yang terkait lainnya.
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E. Kebijakan PT BUMIPUTERA BOT FINANCE dalam Menghadapi Resiko Usaha

Sebagaimana halnya dengan bidang usaha lainnya dan sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang jasa pembiayaan, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE tidak terlepas
dari resiko usaha. Berikut ini adalah resiko usaha yang dihadapi oleh PT BUMIPUTERA
BOT FINANCE dalam rangka mengahdapi resiko usaha tersebut.
a Resiko Kredit

Pada setiap jasa pembiayaan yang diberikan, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
akan menghadapi resiko kredit. Resiko yang mungkin dihadapi ialah terjadinya
ketidakmampuan pembayaran kembali oleh langganan yang pada akhirmya dapat
mempengaruhi pendapatan usaha perusahaan. Resiko kredit ini dapat disebabkan oleh
karena kurang teliti dalam seleksi dan penilaian kredit atan oleh sarana keadaan ekonomi
makro yang mengganggeu cash flow langganan. Untuk menghadapi resiko ini maka
perusahaan selalu melakukan evaluasi kredit yang hati-hati serta terarah dan dengan
adanya persyaratan simpanan jaminan. Di samping ifu perusahaan juga berusaha untuk
memiliki portofolio investasi yang tersebar di berbagai sektor ekonomi, industri dan
wilayah.
b. Resiko Persaingan

Bertambahnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan akan dapat
meningkatkan tingkat persaingan. Tingkat persaingan yang tajam dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba Untuk mengatasi resiko ini maka melalui
pendidikan dan pelatihan, perusahaan selaln berusasha meningkatkan kemampuan
karyawan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Di samping

itu karyawan juga dilatih agar dapat meningkatkan kreatifitasnya guna menetralisir
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keunggulan pesaing melalui pengenalan produk baru. Selanjutnya perusahaan selalu
berusaha meningkatkan hubungan baik dengan penyalur-penyalur barang modal.
c. Resiko Operasional
Resiko ini merupakan resiko yang dihadapi perusahaan sehubungan dengan tingkat
efektifitas dari sistem, prosedur, dan kontrol di dalam lingkungan perusahaan yang dapat
mempengaruhi operasi dalam memprosedur transaksi usaha, pembukuan dan laporan.
Semuanya ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk menanggulangi resiko ini
perusahaan secara konsisten mengevaluasi implementasi sistem, prosedur dan
pengawasan yang telah ada agar sesuai dengan tujuan dan sasaran perusshaan pada masa
yang akan datang,
d. Resiko Kebijakan Moneter
Deregulasi atan kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah akan

mempengaruhi kondisi sumber dan penggunaan dana kebijakan pemerintah untuk
menaikkan tingkat suku bunga akan meningkatkan biaya bunga bagi pinjaman perusahaan
yang sebagian besar dilakukan dengan tingkat suku bunga mengambang dan bila kenaikan
ini tidak diimbangi oleh kenaikan tingkat bunga yang dipinjamkan pada nasabah maka ini
menimbulkan resiko menurunnya pendapatan. Resiko tersebut dapat diatasi dengan :

- Membebankan suatu tingkat bunga dengan suku bunga mengambang untuk kontrak

yang relatif besar.
- Memanfaatkan pasar modal sebagai sumber dana jangka panjang bagi perusahaan.
- Meningkatkan suatu hubungan yang luas dan juga baik dengan Lembaga Keuangan

lain.
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- Memilih kombinasi sumber dana dengan tingkat resiko yang masih dapat ditanggung
oleh perusahaan.

e. Resiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Perugahaan mempunyai pinjaman dalam bentuk mata uang dollar Amerika, dan
sebagian besar pinjaman ini dipakai untuk membiayai barang-barang modal dalam bentuk
nilai mata uang rupiah. Melihat keadaan sekarang ini di mana Indonesia mengalami krisis
moneter maka otomatis perusahaan mengalami kerugian dikarenakan mata uang rupiah
turun drastis terhadap mata uang dollar Amerika. Untuk mengatasi resiko ini maka
perusahaan melakukan kontrak berjangka dan untuk kontrak yang sudah berjalan, di mana
tingkat bunga pada awal kontrak masih sebesar 13%, saat ini perusaaah menaikkan
menjadi 27% dengan cara mengirimkan surat kepada para langganan dan menerangkan
mengenai keadaan saat ini. Untungnya para langganan mau mengerti dan sebagian besar
dari mereka sanggup untuk membayarnya, sehingga perusahaan sampai saat ini masih
berjalan dengan baik tanpa ada PHK karyawannya.
f Resiko Perekonomian

Resiko perckonomian nasional dapat menimbulkan dampak negatif bagi
perusahaan yang sumber danahya banyak berasal dari luar negeri. Di samping adanya
kesulitan untuk mendapatkan pinjaman baru, maka pinjaman yang jatuh tempo mungkin
akan sulit pula untuk diperbarui. Untuk itn perusahaan selalu menjaga agar terjadi
perimbangan antara portofolio pinjaman rupiah dan dollar dan diciptakannya jaringan

sumber pendanaan yang luas sehingga tercipta cadangan dana untuk kebutuhan-kebutuhan

mendesak.
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Kebijakan perusahaan yang paling menonjol dalam rangka mengatasi resiko-
resiko usaha di atas adalah kepedulian perusahaan akan sumber daya manusianya.
Perusahaan menyadari bahwa peranan karyawan adalah faktor yang dominan dan
menentukan dalam menuju ke arah perkembangan yang optimal. Dalam rangka
memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan, perusahaan
memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengikuti pendidikan atan pelatihan
sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

Pada prinsipniya latihan-latihan dan pendidikan yang dimaksud difokuskan pada
pembinaan dan pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepribadian serta
pengembangan pengetahuan teknis dalam bidang pekerjaannya, seperti pemasaran,
akuntansi, perpajakan, asuransi, sistem informasi dan sewa guna usaha

Selain kemampuan dan Kketrampilan teknis, maka karyawan dilatih untuk
mempunyai kemampuan kerja sama yang baik serta berwawasan luas. Pendidikan lain
yang tidak kalah penting adalah aspek etos kerja serta kejujuran karyawan itu sendiri.
Tujuan akhir dari pendidikan dan pelatihan seperti ini adalah untuk selalu menjaga
kelangsungan peningkatan produktifitas karyawan.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE
di atas, penulis berpendapat bahwa pihak perusahaan telah melakukan usaha sebaik
mungkin dalam menghadapi resiko usaha dan dalam rangka mempertahankan
kelangsungan hidupnya di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam dan keadaan saat
ini ( krisis moneter ). PT BUMIPUTERA BOT FINANCE sebaikuya melakukan evaluasi

kredit secara ketat untuk menekan adanya pembatalan kontrak oleh pihak penyewa guna

usaha.
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Untuk memperjelas uraian yang disajikan penulis pada Bab II dan V, berikut disajikan

dalam bentuk tabel :
Tabel V.3
Tabel Perbandingan Teori dengan Praktek tentang
Prosedur Transaksi Leasing
Keterangan Sama Berbeda
1. Pihak-pihak vang terlibat dalam perjanjian leqsing. sama -
2. Penentuan jenis dan jumlah akiiva yang di-lease- sama -
kan.
3. Pengisian formulir oleh Jessee sama -
4. Pengevaluasian kelayakan kredit oleh lessor sama -
5. Biaya-biaya sehubungan dengan perolehan aktiva sama -
yang di-feqse-kan dibebankan kepada /essee.
6. Lessee memberikan jaminan kepada /essor. sama -
7. Penandatanganan kontrak oleh Jessor dan lessee. sama -
8. Lessee membayar sewa periodik sesual dengan sama -
Jjadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam
kontrak /ease.
Tabel V.4
Tabel Perbandingan Teori dengan Praktek tentang
Pencatatan Transaksi dengan Direct Financing Lease.
Keterangan Sama Berbeda
1. Formula yang digunakan dalam menghitung angsuran - berbeda
pembayaran lease dan pendapatan bunga.
2. Jumal yang dibuat pada saat :
- mencatat kontrak /ease pertama kah sama -
- menerima pembayaran berkala sama -
- mengakui pendapatan bunga dari penerimaan - berbeda
pembayaran Jease
- mencatat kontrak selesai - berbeda
Keterangan :

- Unfuk formula vang digunakan dalam menghitmg angsuran pembayaran fecse dan
pendapatan bunga pada dasarnya sama antara teori dengan praktek. Pada teori,
formulanya mencantumkan harga aktiva yang di-fecse-kan dikwrangi dengan nilai
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residunya sedangkan pada praktek harga aktiva yang di-fease-kan langsung
dikurangkan dengan nilai residu. Jadi pada formulanya hanya mencantumkan harga
principalnya Selain ith perbedaannya juga dapat dilihat dari istilah-istilah yang ada
pada teori dan yang digunakan oleh perusahaan (praktek).

- Pada dasarnya jurnal pada saat mengakui pendapatan bunga dari penerimaan
pembayaran lease yang dibuat sama, tetapi pada praktek lebih jelas, yaitu selain
disebutkan besarnya ULI (urearned lease income) pada sisi debet dan lease income
pada sisi kredit juga disebutkan kas yang diterima perusahaan yang ditulis pada sisi
debet dan berkurangnya piutang lease pada sisi kredit, masing-masing sebesar
angsuran Jease per periode.

- Pembuatan jurnal pada saat kontrak selesai antara teori dan praktek berbeda, pada
teori jurnal yang dibuat dibedakan menjadi 2 yaitu jurnal apabila lessee
menggunakan hak opsinya dan jurnal apabila lessee tidak menggunakan hak opsinya.
Sedangkan dalam praktek, perusahaan menganggap bahwa lessee pasti menggunakan
hak opsinya karena sebagian lessee-nya merupakan perusahaan-perusahaan yang

cukup maju sehingga mereka beranggapan kalau mereka tidak menggunakan hak
opsinya, mereka akan rugi.

Tabel V.5
Tabel Perbandingan Teori dengan Praktek tentang
Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha

Keterangan Sama Berbeda
1. Penyajian aktiva dan kewajiban dalam Neraca gama -
. Laporan Laba Rugi yang disusun berbentuk single step sama - -

. Pengungkapan yang layak mencantumkan kebijakan sama -
akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan
transaksi Jeasing dan jumlah pembayaran sewa guna
usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT BUMIPUTERA

BOT FINANCE, khususnya mengenai praktek akuntansi /ease, maka penulis sampai pada

kesimpulan-kesimpulan berikut ini :

1. Leasirng di Indonesia :

Di Indonesia perusahasn-perusahaan leasing banyak bermunculan setelah
dikeluarkannya “Perizinan Usaha Leasing™ yang merupakan dasar peraturan usaha
leasing di Indonesia dan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. KEP-122/MK/TV/2/1974,
NO.32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974.

Pada pasal 1 SKB Tiga Menteri tersebut menyebutkan bahwa leasing ita adalah
setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala
disertai hak pilih {optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan
nilai sisa yang telah disepakati bersama

Standar Akuntansi Keuangan No.30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha
mengklasifikasikan usaha Jleasizg menjadi Firance Lease (Sewa Guna Usaha
Pembiayaan), Operating Leuse ( Scwa Menyewa Biasa), Sales Type Lease (Sewa

Guna Usaha Penjualan), dan Leveraged Leuse.
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2. Kebijakan akuntansi di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE :

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE membukukan seluruh transaksi sewa guna
usaha sebagai “Direct Financing Lease” sesuai dengan kriteria umum dan
kriteria khusus yang telah ditetapkan, dengan masa sewa guna ugaha minimum 2
tahun.

Kelebihan dari keseluruhan piutang sewa gina usaha dan nilai sisa atag harga
perolehan merupakan pendapatan sewa guna usaha yang ditangguhkan dan akan
diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktn sewa pada tingkat
pengembalian yang tetap dari penanaman bersih dalam sewa guna ussha
Pelunasan sebelum masa sewa gina usaha berakhir dianggap sebagai suatn
pembatalan kontrak sewa guna usaha dan laba atau rugi vang timbul diakui dalam
tahun berjalan.

Apabila sebelum masa kontrak selesai pihak penyewa guna usaha tidak sanggup
lagi untuk membayar angsuran, maka PT BUMIPUTERA BOT FINANCE akan
menarik kembali aktiva yang di-/ease dan akan me-/ease-nya kembali selama
sisa masa Jease dengan nilai kontrak yang lebih kecil, yaitu sebesar sisa total

piutang /ecse yang belum ditunasi kepada penyewa guna usaha lain.

3. Prosedur transaksi Jeqsing :

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

dalam mengadakan perjanjian leasing cukup sederhana dan mudah dipahami.



4. Pencatatan transaksi leasing :
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Dalam memberikan pembiayaan barang modal, PT BUMIPUTERA BOT
FINANCE membatasi pada perusahaan vang telah memiliki Nomor Pokok
Wayjib Pajak (NPWP) dan telah menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK/01/1991 tentang sewa
guna usaha

Kontrak Jease yang telah berjalan bersifat tidak dapat dibatalkan. Tetapi dalam
prakteknya tidak sedikit penyewa guna usaha yang tidak dapat memenuhi
kontrak hingga selesai dan membatalkan kontrak tersebut sebelum waktunya.
Untuk itu perusahaan telah menetapkan tingkat persentase tertentu dari pokok
pinjaman lease yang harus dibayar oleh lessee sebagai denda pembatalan
kontrak Jease.

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu
dari saldo rata-rata penanaman bersih dalam sewa guna usaha sebesar 2% per
tahun. Piutang sewa puna usaha yang tidak dapat tertagih diperhitungkan dengan

jumlah penyisihan piutang ragu-ragu.

Dalam menghitung besarnya total piutang /ease, angsuran lease per bulan dan
pendapatan lease, PT BUMIPUTERA BOT FINANCE menggunakan dua macam
tingkat suku bunga yaitu tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang.
Tingkat bunga mengambang hanya digunakan untuk kontrak yang nilainya relatif

besar.
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PT BUMIPUTERA BOT FINANCE telah memperlakukan dan mencatat
penanaman nefto dalam aktiva yang di-/ease-kan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan No.30.

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE tidak melakukan pencatatan jurnal pada saat
jatuh tempo pembayaran angsuran /ease bila ada penyewa guna usaha yang
terlambat melakukan pembayaran Jurnal baru dibuat pada saast penyewa guna

usaha itu melunasi kewajibannya.

5. Penyajian laporan keuangan, prosedur kerja Bagian Akuntansi dan kebijakan dalam

menghadapi resiko :

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE telah menyajikan rekening-rekening dalam
neraca dan laporan laba rugi sesuai dengan yang ditentukan dalam Standar
Akuntansi Keuangan No. 30.

Prosedur kerja Bagian Akuntansi telah dilaksanakan dengan cukup baik di mana
telah memiliki Sub Divisi Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk mengolah
data, sehingga perhitlmgan dan pencatatan dapat dilakukan secara otomatis oleh
komputer. Ha!l ini membuktikan adanya efisiensi waktu.

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE telah berusaha untuk selalu melakukan
evaluasi kredit yang hati-haii dan terarah, dan juga menetapkan persyaratan
adanya simpanan jaminan. Hal ini penting untuk menghadapi resiko kredit, yaitu

kemungkinan terjadinya ketidakmampuan pembayaran kembali oleh langganan.
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B. Saran-Saran

Berdasarkan data yang dapat diperoleh dan evaluasi yang telah dilakukan oleh

penulis, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi

PT BUMIPUTERA BOT FINANCE

1. Melihat manfaat yang begitu besar dari leasing dan untuk menunjang industrialisasi

ted

adalah sangat baik jika leasing lebih dimasyarakatkan, yaitu dengan mengadakan
pengenalan usaha Jeasing kepada masyarakat luas sehingga lecsing tidak hanya dikenal
dan dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah perkotaan tetapi juga di manfaatkan oleh
masyarakat di berbagai pelosok daerah.

Dalam hal terdapatnya seorang penyewa guna usaha yang terlambat melakukan
pembayaran angsuran ease, sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan jurnal dengan
membuka perkiraan “Piutang Lease Tertngeak” atan “Accrued Lease Contract
Receivable” sehingga dapat diketahni bahwa masih ada penyewa guna usaha yang
belum melunasi piutang /ease-nya dan dengan demikian tindakan-tindakan yang perlu
diambil terhadap penyewa guna usaha yang bersangkutan dapat segera dilaksanakan.
Hal ini juga penting agar masalah keterlambatan pembayaran ini tidak sampai
terlupakan atan ferlewati oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan masih adanya langganan yang membatalkan kontrak lease ditengah jalan,
penulis menyarankan agar PT BUMIPUTERA BOT FINANCE lebih hati-hati lagi
dalam memenuhi permintaan langganan untuk membiayai pengadaan barang modalmva,
misalnya dengan memperketat evaluasi kredit dan melakukan perjanjian mengenai

denda pembatalan kontrak yang relatif begar.
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DAFTAR PERTANYAAN

1. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN
a. Kapan perusahaan berdiri dan siapa pendirinya ?
b. Bagaimana bentuk perusahaan ?
c. Dimana lokasi perusahaan didirikan ?
d. Adakah alasan-alasan tertentu dalam memilih lokasi perusahaan ?
e. Apa tujuan perusahaan didirikan ?
f Bagaimanakah perkembangan perusahaan hingga saat ini ?

2. ORGANISASI
a. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ?
b. Apakah tanggung jawab dan wewengan masing-masing bagian dalam perusahaan ?
c. Siapa (dan dalam jabatan apa ) yang mempunyai wewenang paling tinggi dalam
perusahaan ?

d. Apakah perusahaan mempunyai standar mutu produk terhadap barang yang akan
disewakan ?

e. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut ?

3. AKUNTANSI
a. Bagaimana prosedur transaksi Leasing di PT BUMIPUTERA BOT FINANCE ?
b. Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan /essor ?
c. Apakah perusahaan pernah mengadakan perubahan harga ? Alasanmya ?
d. Berapa besar prosentase laba yang diharapkan perusahaan dalam tahun 1998 ?
. Bagaimana prosedur pencatatan transaksi leasing ?
f Bagaimana perusahaan menyusun laporan kenanganmya ?
g Bagaimana prosedur kerja bagian akuntansi ?
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a Dari manakah sumber-sumber dana perusahaan ?

b. Apabila dari pinjaman, apakah dari bank pemerintah atan bank swasta atan dari pihak
lain ?

c. Apabila pinjaman , bagaimana syarat pengembaliannya ?

d. Berapa tingkat bunga kredit yang harus dibayar perusahaan ?

5. LAIN-LAIN

a. Apakah perusahaan melakukan riset ke perusahaan penyewa ? Bila ya, dalam hal
bagaimana riset tersebut dilakukan ?

b. Bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada
penyewa ?

¢. Bagaimana cara pengangkutan terhadap barang-barang yang disewakan ?

d. Perusahaan-perusahaan apa saja yang terlibat dalam perjanjian leasing perusahaan
leasing PT BUMIPUTERA BOT FINANCE ?

e. Berapakah jumlah sewa yang ditetapkan perusahaan ?

f Bagaimana cara pembayaran sewa lease yang dilakukan oleh lessee ?(di muka atan di
belakang)

g. Bagaimana perusahaan menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi ?

h. Apa sajakah isi perjanjian leasing ?

i. Bagaimana prosedur perjanjian /easing ?

j- Adakah istilah-istilah lain mengenai leasing yang digunakan perusahaan ?

k. Jaminan apakah yang diberikan perusahasn penyewa kepada lessor.



lﬁl‘: PT. BUMIPUTERA - BOT FINANCE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. SUWARTO UTOMO
Jabatan : Accounting & General Affairs Manager
PT. BUMIPUTERA-BOT FINANCE

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : STEFANI PUJI LESTARI
Status : Mahasiswi Universitas SANATA DHARMA Jurusan Akuntansi

telah mengadakan penelitian pada perusahaan kami dalam kurun waktu Juni 1998 -
Oktober 1998.

Demikianlah, mohon yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 16 Oktober 1998

JAKARTA HEAD OFFICE : BANDUNG BRANCH : SURABAYA BRANCH :
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JL. JEND. SUDIRMAN KAVY. 75 - JAKARTA - 12910 JL. ASIA AFRIKA HO. 122, BANDUNG 40111 JL. JEND. BASUKI RARMAT HG. 106 SURABAYA 5027°
TELEPHONE : (021) 5706762 {3 LINES), 5224522 {10 LINES; PHONE : (022) 4201157, 4202451, 4202452

PHONE : (031} 5326326, FAX. (021;
TELEX : 65242 BBF IA, FACSIMILE : (021) 5255610, 5706773 FAX. (022) 440638



LEASE APPLICATION

PERMOHONAN SEWA
To : P.T. BUMIPUTERA - BOT FINANCE
Kepada
Dear Sirs,

Dengan hormat,

We,

Kami,

N.PW.P. No. :

Submit for your consideration our Lease Application as follows

Menyampaikan permohonan sewa untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Equipment
Peralatan

Cost
Harga

Seller
Penjual

Manufacturer

Pabrikan

Lease Period

Jangka Waktu Sewa

Down Payment :

Uang Muka

Residual Value :

Nilai Residu
Insurance . By Ourselves
Asuransi oleh (1) BBF (2) Kami sendiri

Insurance Company Name :
Introduced by : '

with condition of (if vehicle)
dengan syarat (jika kendaraan)

(a) Total Loss Only / Hanya kerugian total
(b) All Risk / Semua Resiko

Real User of Equipment

Pemakai peralatan yang sesungguhnya )

Address..

Alamat

Signature & Company's chop

Tanda tanmann Aan Can Darirshana




March

LETTER OF APPROVAL
SURAT PERSETUJUAN

The undersigned
Yang bertanda tangan di bawah ini,

businessman, residing in Jakarta, in this matter acting as Komisaris Utama
Usahawan, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama

of do hereby give
dari dengan ini memberi

the approval to the Direksi of
persetujuan kepada Direksi

to conclude leasing transaction for
untuk menandatangani transaksi sewa

with PT. BUMIPUTERA — BO T FINANCE up to the amounth(s) and with

dengan sampai dengan jumiah dan dengan

terms and conditions as deemed fit by the Direksi and for that purpose to
syarat-syarat yang dianggap layak oleh Direksi dan untuk keperluan tersebut

sign on Lease Agreement(s) and/or any other related documents for and
menandatangani  Perjanjian Sewa dan/atau dokumen lainnya untuk dan

on behalf of

atas nama

Jakarta,



To

Kepada

P.T. BUMIPUTERA — BOT FINANCE

Dear Sirs,
Dengan hormat,

With reference to the Equipment Lease Agreement No.
Dengan menunjuk Perjanjian Sewa Peralatan No.

dated concluded by and between your company and
tanggal yang telah disetujui bersama antara Perusahaan Tuan

ourselves, due to our need of the equipment referred to in the Schedule attached
dan kami sendiri, sesuai dengan kebutuhan kami mengenai kendaraan seperti dalam daftar yang

to the said Equipment Lease Agreement, we hereby express our acceptance to exercise
terlampir dalam Perjanjian Sewa Peralatan tersebut, dengan ini kami menyatakan setuju

our right of option as referred to in Article 4 to purchase the said equipment on the
untuk menggunakan hak pilih kami seperti tersebut dalam pasal 4 untuk membeli peralatan ter-

expiration of the Lease Agreement, based on the residual value of the said equipment.
sebut pada waktu selesainya Perjanjian Sewa, berdasarkan nilai sisa peralatan tersebut.

For above purpose we deposit with you and amount of R
Untuk keperluan tersebut di atas kami mendepositokan pada Tuan sebesar Porr e

which will be utilized for the purchase of the equipment.
yang akan kami pergunakan untuk membeli peralatan tersebut.

Failing to fulfill our obligation to the above provisions, you are entitled to utilize this
Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kami menurut surat-surat di atas, Tuan berhak untuk meng-

deposit as mentioned in the Article 16, of the equipment Lease Agreement.
gunakan deposito ini seperti disebut dalam pasal 16, Perjanjian Sewa Peralatan.

97 / May



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat
(Tel.)
dengan ini menyatakan bahwa :
Nama : PT.BUMIPUTERA —BOT FINANCE
Alamat : Wisma BUMIPUTERA, Lantai 11 — 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75,
Jakarta 12910
telah membeli secara Tunaiatas_______ unit mobil
No. Rangka
No. Mesin
Warna
Pemakai
Agrmn No.
Lessee

dan berjanji akan menyelesaikan pengurusan B.P.K.B., dan Faktur dalam waktu paling

lama bulan terhitung dari tanggal pembelian mobil tersebut. Dan selanjutnya
akan segera kami serahkan kepada pemiliknya, PT. BUMIPUTERA —BO T FINANCE.

Demikian Surat Pernyataan ini kami-buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Meterai

Tanda tangan dan Cap



POWER OF ATTORNEY
SURAT KUASA

The undersigned

Yang bertanda tangan di bawah ini

as the owner of the vehicle(s), details below,

sebagai pemilik kendaraan, tersebut di bawah ini,

Type of Vehicle
Type kendaraan

Chassis No.
Rangka

Machine No.

Mesin

does hereby constitute and appoint :

dengan ini mengangkat

P.T. BUMIPUTERA—-BOT FINANCE

a corporation duly organized and existing under the law of the Republic of Indonesia (here-

sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disebut
inafter called “ATTORNEY"’) as the true and lawful Attorney-in- Fact of the PRINCIPAL, with

Pemegang Kuasa] sebagai kuasa sah dari Pemberi Kuasa, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan-
a right ofsubstitution to do the following acts and things in the name and on behalf of PRINCIPAL

tindakan atas nama Pemberi Kuasa

SPECIFICALLY:

KHUSUSNYA

1.

To sell or otherwise dispose of vehicles(s) as above-mentioned to another party and or to
untuk menjual atau dengan cara lain memindah-tangankan kendaraan (-kendaraan) yang disebutkan
ATTORNEY itself at any time and at any price as ATTORNEY may deem fit.

dalam Daftar terlampir kepada pihak lain dan atau kepada PEMEGANG KUASA sendiri setiap waktu
dan dengan harga yang dianggap baik oleh PEMEGANG KUASA.

To receive and to sign for all payments and to issue a receipt as necessary.

Untuk menerima dan menanda-tangani semua pembayaran dan memberikan tanda terima yang d/'per/ukaﬁ
Represent PRINCIPAL before all courts administrative departments, bureaus, agencies
Mewakili PEMBER|! KUASA di muka Pengadilan, Departemen Pemerintahan, Biro, Agen dan Ins-
and other civil or military authorities of the Republic of Indonesia or any subdivision thereof.
tansi sipil atau militer Republik Indonesia lainnya atau bagiannya,

ATTORNEY may at anytime and from time, in his sole discretion, delegate any or all of
PEMEGANG KUASA sewak tu-waktu menurut kebifaksanaannya sendiri dapat memberfkan semua wewe-
the powers granted hereby to such persons as he shall deem fit, provided that each such
nang yang diberikan dengan surat kuasa ini kepada orang-orang yang dianggap baftk dengan ketentuan
delegation shall be evidenced by an instrument in writing signed by ATTORNEY,

bahwa setfap pemberian kuasa tersebut harus dibuktikan dengan dokumen tertulis yang ditandatangani
oleh PEMBER! KUASA.

ATTORNEY is hereby granted irrevocable full power and authority to do and perform
PEMEGANG KUASA dengan ini diberi kuasa dan wewenang penuh untuk melak ukan tindakan apapun
each and every acts and things whatsoever necessary to be done to exercise the powers
yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa-kuasa yang dengan ini diberikan sepeniuhnya dengan segala
granted hereby as fully and effectively as PRINCIPAL in his capacity as aforementioned
akibat seperti PEMBER| KUASA sendiri dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini mengesahkan
with the company hereby ratifies and confirms all that ATTORNEY shall law fully do
dan menegaskan segala sesuatu yang PEMBER| KUASA secara sah akan melak ukannya atau suruh me-
or cause to be done by virtue hereof.

lak ukannya berdasarkan surat kuasa ini.

This Power of Attorney is granted voluntarally to the attorney, in physically and mentally
Surat Kuasa ini diberikan secara sukarela kepada Pemegang Kuasa, secara fisik dan mental dalam keadaan
sound condition, without any falsity, force or deceit.

baik, tidak ada kepalsuan, tekanan atau kecurangan.,

Jakarta,

AG-7A



DAFTAR PENYUSUTAN NILAI YANG DISETUJUI sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal
13 & 17 Perjanjian Sewa Menyewa dan ayat 1 dari Surat Jaminan dan Pembayaran Kembali ini.

Tahun Tanggal berlaku Jumlah Penyusutan
Nilai yang Disetujui

O T o et URPe e
Tahun Ke - 2 e et RP. o,
Tahu‘n KE =3 e e RP. it
TahUun Ke =4 Rp. i
Tahun Ke - 5 o RPe
TARUN KE = 6 oottt e taene ettt 13 S

Waktu Pembaharuan (jika ada)

Catatan : (1) *Tahun” berarti periode selama dua belas (12) bulan tahun takwimdihitung dari tanggal mulai
berlakunya penyewaan menurut Perjanjian Sewa Menyewa.

(2) Jumlah Penyusutan Nilai yang Disetujui adalah jumlah yang ditetapkan pada permulaan tanggal
berlakunya periode penyewa pada setiap tahun.

(3) Apabila terjadi kelalaian diantara tahun-tahun sebagaimana dikemukakan diatas, maka jumlah
Penyusutan Nilai yang Disetujui itu akan dihitung sesuai dengan jumlah sewa bulanan yang dibayar
pada tahun yang bersangkutan.

5. Surat Jaminan dan Pembayaran Kembali ini disatukan dengan dan merupakan bagi;‘\n yang tidak dapat di-
pisahkan dari Perjanjian sewa Menyewa antara P.T. BUMIPUTERA - BOT FINANCE dengan

.............................................................................. Tertanggal .. .ccooieiiireeerier ettt e nea e

Tertanggal : .....ccocciearerinrereietrere e e et e eb et ere e

Tandatangan : ... e
.................................................................. Nama Penuh @ .ottt

Alamat et st et e e e s s e r e e e e e e eas e e rrreeienn

Tandatangan : ......ccccviiiiiii e
SaKSL...eiveei et e Nama Penuh : ....... OO PP

Alamat e ere e et ee— e bee b e e e te e abe et e ba e e e et e e et et e aas

Tandatangan :

SaKSE. i Nama Penuh :

Alamat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Stefani Puji Lestari

Umur : 23 tahun.

Tempat/Tanggal Lahir  : Jakarta, 2 September 1975.

Agama : Katolik

Tempat Tinggal : J1. Cibubur VII Rt 009/Rw 04 No.13 Jakarta Timur 13720.
Tempat Tinggal Sekarang : J1. Gejayan Gg: Buntu Il No.6A Mrican Yogyakarta 55281
Pendidikan : 1) TK Pangudi Rahayu Jakarta Timur

1981-1982

2) SD Pangudi Rahayu Jakarta Timur
1982-1988

3) SMP Negeri 150 Jakarta Timur
1988-1991

4) SMEA Negeri 6 Jakarta Timur
1991-1994

5) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
1994-1998

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 1998

Stefani Puji Lestari



